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xTRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:
Huruf
Arab Nama Huruf Latin Nama
1 2 3 4
ا alif tidakdilambangkan
tidak
dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث s\a s\ es (dengan titik di
atas)
ج jim j je
ح h}a h} ha (dengan titik dibawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ z\al z\ zet (dengan titik di
atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik dibawah)
ض d}ad d} de (dengan titik dibawah)
ط t}a t} te (dengan titik dibawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
xi
1 2 3 4
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ﻫـ ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
ى ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda (’).
2. Vokal dan Diftong
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a َا
kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا
xii
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
4. Ta marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup
atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah dan ya ai a dan i َْﻰـ
fath}ah dan wau au a dan u َْﻮـ
NamaHarkat dan
Huruf
fath}ah
dan alif
atau ya
َ ...اَ ... |ى
kasrah dan
ya
 ِ◌ــﻰ
d}ammah
dan wau
ـُــﻮ
Huruf dan
Tanda
a>
i>
u>
Nama
a dan garis di
atas
i dan garis di
atas
u dan garis di
atas
xiii
5. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
Q.S. …/… : 4 = Quran, Surah …, ayat 4
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ABSTRAK
Nama : MUH. ARAFAH
NIM : 80100210041
Judul : Manajemen Distribusi Zakat Pada BAZDA Dalam
Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten
Wajo
Tesis ini membahas “Manajemen Distribusi Zakat Pada BAZDA Dalam
Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Wajo”. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam
menunjang pemberdayaan ekonomi umat di kabupaten Wajo. Kemudian dirumuskan
dalam tiga sub masalah, yakni: bagaimana manajemen distribusi zakat pada BAZDA
dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo?, faktor-faktor
apa yang mendukung dan menghambat terhadap manajemen distribusi zakat pada
BAZDA dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo?, dan
bagaimana upaya meningkatkan manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam
menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo?.
Peneliti mengambil lokasi di Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten
Wajo dengan teknik pengumpulan data riset lapangan dengan teknik  observasi,
wawancara, angket, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
manajemen, sosiologis, hukum dan ekonomi Islam. Adapun sumber data dipilih
secara purposive dan bersifat snowball sampling. Selanjutnya data yang diperoleh
dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan manajemen distribusi zakat pada BAZDA
Kabupaten Wajo adalah sudah sesuai dengan ketentuan agama dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Namun untuk menunjang
pemberdayaan ekonomi umat belum berjalan secara maksimal karena sampai saat ini
hanya didayagunakan untuk kelompok tani tetapi itupun sebagian besar dananya
diambil dari pos infak. Faktor yang mendukung penerapan distribusi zakat dalam
menunjang pemberdayaan ekonomi umat ialah dalil Alquran, pendapat cendekiawan,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat, pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Adapun faktor yang menghambat
ialah sumber daya manusia (SDM) yang belum profesional, keterbatasan dana serta
problema pendistribusian zakat dan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah SDM
yang profesional yang dimulai dari masa perekrutan pegawai dan sanksi kepada
muzakki. Upaya untuk meningkatkan manajemen distribusi zakat pada BAZDA
dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo adalah
pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) secara internal meliputi pengadaan
pegawai yang baik serta program pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusia (SDM) secara ekternal meliputi pelatihan kerja, pembukaan lapangan kerja
serta pemberian modal bagi para mustahiq yang memiliki kemauan dan kemampuan
untuk berusaha/bekerja.
Implikasi dari penelitian ini ialah melalui pengelolaan dana zakat yang
produktif diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah
ekonomi, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat. Bagi
Kementrian Agama Kabupaten Wajo, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan
masukan atau acuan pengambilan kebijakan dalam menunjang pemberdayaan
ekonomi umat di Kabupaten Wajo.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tatanan kehidupan dalam Islam bersifat sempurna dan spesifik, serta
mencakup ibadah yang meninggikan derajat rohani dan menjalin hubungan manusia
dengan Tuhannya. Etika yang meletakkan naluri pada tempatnya dan membersihkan
jiwa, sopan santun yang meninggikan karakter dan menghiasi kehidupan, serta syariat
yang mengatur masalah halal-haram dan nilai-nilai keadilan, menjauhkan maksiat
atau kezaliman dan mengatur hubungan antar individu, individu dengan keluarga,
individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, atas dasar persahabatan,
persamaan dan keadilan.1
Islam adalah agama yang peduli terhadap masalah kemiskinan. Mengabaikan
orang miskin sama artinya dengan mendustakan agama (Q.S. Al-Ma>un/107:1-7).
Lebih dari itu, setiap orang harus peduli dengan nasib yang dialami oleh kaum miskin
dan melakukan tindakan yang konkrit sebagai perwujudan komitmen terhadap upaya
pengentasan masyarakat dari kemiskinan.2 Dalam konsep pembangunan, kemiskinan
mempunyai makna ganda, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Miskin
dalam arti absolut adalah kondisi buruk yang dialami manusia dengan karakteristik
kurang makan, kurang pakaian, kurang perumahan dan kurang kebutuhan dasar
lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Sedangkan miskin dalam arti relatif
1Yusuf Qarda>wi, Dau>r al-Qiyam wa al-Akhla>q fi al-Iqtis}a>d al-Isla>mi>, terj. Zainal
Arifin, Dahlia Husin, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Cet. 2; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.
35.
2M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi sosial-ekonomi (Cet. I; Jakarta: Lembaga
Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), h. 452.
1
2adalah kondisi buruk yang dialami manusia akibat dari perolehan pendapatan
kelompok penduduk yang sangat timpang diantara mereka,3 sehingga tidak dapat
dihindari munculnya kesenjangan (gap) di dalam masyarakat.
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang disebabkan
karena faktor capital yaitu, pertama, miskin modal (asset). Kedua, miskin organisasi
sosial dan politik. Ketiga, pengetahuan yang kurang. Keempat, kemampuan individu
(skill) yang tidak memadai. Kelima, faktor budaya (culture).
Dalam konsep keadilan sosial ekonomi, terkandung suatu prinsip bahwa
manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang
layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh
Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik fisik dan intelektual serta latar
belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat
rezeki dan ada yang sulit.4 Akibatnya masyarakat beranggotakan beragam jenis
orang: ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang terampil, ada yang tidak. Oleh
karena itu, secara alamiah terjadi kesenjangan.5 Untuk itulah diperlukan distribusi6
agar kesenjangan ini dapat dipersempit.
3Hasan Aedy, Indahnya Ekonomi Islam (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 83.
4Abdurrachman Qadir, Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (Cet. II; Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2001), h. 141.
5Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam; Suatu Kajian Ekonomi Makro (Cet. 1; Jakarta:
IIIT Indonesia, 2002), h. 109.
6Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, disebutkan beberapa macam distribusi, pertama,
distribusi dalam bidang kependudukan, dipergunakan untuk menggambarkan penyebaran penduduk
menurut suatu ciri tertentu misalnya menurut propinsi, umur dan jenis kelamin. kedua, distribusi
kekuasaan pengadilan adalah susunan kekuasaan serta cara pelaksanaan wewenang pengadilan dalam
lingkungan setiap badan pengadilan. Setiap pengadilan negeri mempunyai daerah hukum dan dan
pembagian tugas yang berbeda. ketiga, distribusi pendapatan adalah pembagian pendapatan nasional
kepada para pemilik faktor produksi yang ada dalam masyarakat, yaitu tenaga kerja, pemodal, pemilik
tanah dan pengusaha. keempat, distribusi tanaman, dalam budi daya tanaman ialah pengaturan letak
tanaman pada lahan pertanian misalnya jarak tanam dan arah barisan yang baik mempengaruhi
3Para ahli ekonomi klasik menjelaskan distribusi sebagai alokasi nilai-nilai
langka yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. Nilai-nilai langka biasanya
dihubungkan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, teknologi dan organisasi sehingga
barang dan jasa juga menjadi bernilai langka. Bagi sosiolog, distribusi dapat
dimengerti sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang melaluinya orang
mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan.7
Sistem ekonomi non-Islam8 sangat yakin bahwa inti persoalan ekonomi
adalah masalah produksi, sedangkan sistem ekonomi Islam9 meyakini bahwa inti
masalah ekonomi adalah distribusi. Fakta membuktikan bahwa sistem ekonomi non-
Islam tidak pernah membuat dunia sejahtera secara merata, justru yang terjadi adalah
penumpukan kekayaan yang sangat berlebihan di suatu belahan dunia dan
kemeralatan yang amat parah di belahan dunia lain. Sebaliknya, Islam memandang
bahwa sumber daya alam tersedia cukup untuk seluruh makhluk. Yang diperlukan
efisiensi penggunaan cahaya. kelima, distribusi tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke
konsumen dilakukan lewat kabel, baik pada tiang maupun di bawah tanah. Namun dari beberapa
macam distribusi tersebut, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada distribusi pendapatan. Lihat
Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 4  (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 376-377.
7Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93-94.
8Sistem ekonomi non-Islam yang penulis maksud ialah sistem kapitalisme dan sistem
sosialisme. Kapitalisme ialah sistem atau paham ekonomi yang modalnya (Penanaman modal dan
kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri
persaingan dalam pasar bebas. Kapitalisme bertujuan mencapai keuntungan sebesar-besarnya dalam
kondisi yang sangat kompetitif. Abdul Syukur dkk, Ensiklopedi Umum untuk Pelajar (Jakarta: PT.
Ichtiar Baru van Hoeve), h. 90. Sedangkan sosialisme ialah ajaran atau paham kenegaraan (politik) dan
ekonomi yang berusaha agar harta benda, industry dan perusahaan menjadi milik negara. ibid., h. 132.
9Ekonomi Islam ditegakkan oleh semangat hubbi wal Ihsan (cinta mencintai dan berbuat
kebajikan), yaitu setiap orang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.
Ekonomi Islam berjiwa infaq wal birru (berani berkorban dan membuat kebajikan) kepada segala
makhluk yang miskin dan fakir. Ekonomi Islam memegang teguh sistem ta’awum wa syikah (hidup
kolektif dalam pencaharian dan pendistribusian rezeki), sehingga tidak mungkin timbul kerakusan dan
ketamakan di pihak yang mampu dan rasa putus asa bagi penggangguran di pihak yang tidak
mempunyai. Lihat Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Cet. 1; Bandung: CV
Pustaka Setia, 2002), h. 128.
4adalah sistem distribusi yang adil yang menjamin semua penduduk untuk mempunyai
kesempatan dan memperoleh rezeki.
Ekonomi Islam juga dikatakan sebagai ekonomi keseimbangan yaitu
pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca
keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati,
perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi moderat tidak
menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada
masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu
sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu
dan masyarakat secara berimbang,10 sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang
tidak saling dirugikan dan merugikan sesamanya.
Mekanisme syariah Islam yang mengatur persoalan distribusi kekayaan di
antara umat manusia tidak terlepas dari pandangan ideologis bahwa semua kekayaan
yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah swt sehingga harus
diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manusia tidak punya hak untuk
mengklaim bahwa semua harta miliknya adalah miliknya secara absolut karena
sebenarnya manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan
harta yang ada di dunia dan pada saatnya harus dikembalikan kepada pemilik yang
sebenarnya yaitu Allah swt.11 Oleh karena, manusia hanya dapat memanfaatkan
kegunaan harta pada saat hidup di dunia dan dipertanggungjawabkan penggunaannya
dihadapan Allah swt. dikehidupan selanjutnya (akhirat).
10Husain Attariqi, Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan (Jogyakarta: Magistra Insania
Press, 2004), h. 38.
11Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economic; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi
Solusi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 372.
5Dalam Alquran diingatkan agar supaya kepemilikan harta tidak hanya
dikuasai oleh beberapa orang saja dan menghendaki adanya pendistribusian kekayaan
sebagaimana dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7
                     
                      
                
Terjemahnya:
Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari
penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-
anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan,
agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara
kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.12
Allah berfirman: Apa saja dari fa>i' yakni harta rampasan yang dikembalikan
yakni diserahkan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari
penduduk negeri-negeri dimana dan kapan pun maka semuanya adalah milik Allah.
Dia yang berwenang membaginya. Dia telah menetapkan bahwa harta rampasan itu
menjadi milik Rasul, atau pemimpin tertinggi umat setelah wafatnya Rasul saw., para
kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibn Sabi>l yakni orang-
orang yang terlantar dalam perjalanan. Supaya ia tidak hanya beredar di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu bermaksud menegaskan bahwa harta benda
hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia
harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat.13
12Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2005), h. 454.
13M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 112.113.
6Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena
yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka
dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.14 Zakat pada dasarnya merupakan sebuah
sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan
masyarakat secara lebih baik. Zakat merupakan sebuah sistem yang akan menjaga
keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya dan kelompok miskin,15
sehingga tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan diantara keduanya. Disamping
itu, zakat merupakan wujud keimanan kepada Allah swt., mensyukuri nikmat-Nya,
menumbuhkan akhlak mulia yang didasarkan pada kemanusiaan yang tinggi,
menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup
sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.16
Pada hakikatnya, zakat merupakan bagian penting dari suatu sistem distribusi
kekayaan yang diberikan Allah secara adil dan terperinci untuk manfaat
kemanusiaan.17 Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan
agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati,
bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya
karena menerima pembagian zakat.18
14Euis Amalia, Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2009), h. 119.
15Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Bank
Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 71.
16Hamzah Hasan Khaeriyah, Ekonomi Islam: Kerangka & Instrumen Ekonomi Zakat serta
Wasiat (Cet. III; Jakarta:LeKAS, 2011), h. 48-49.
17Yasin Ibrahim al-Syaikh, Zakat The Third Pillar of Islam, terj. Wawan S. Husin dan Danny
Syarif Hidayat, Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan kekayaan Menyempurnakan Puasa
Ramadhan (Cet.I; Bandung: Pustaka Madani, 1997), h. 56.
18Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (Cet. I; Jakarta: UI-Press,
1988), h. 51-52.
7Efek positif zakat terhadap redistribusi harta sangat nyata. Hal ini akan terlihat
jelas bila diingat adanya dua ciri khas zakat. pertama, dana-dana zakat itu
didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. kedua, distribusi dana
zakat tidak dibatasi, artinya orang yang berhak menerimanya dapat diberi zakat dalam
jumlah tertentu yang bisa menutup kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan standar
hidup masyarakat yang wajar, disertai motivasi meningkatkan kemampuannya untuk
memperoleh penghasilan yang lebih layak sehingga bisa keluar dari kelompok
penerima zakat.19
Kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental, perintah
wajib zakat turun di Madinah pada bulan Sya>wal tahun kedua Hijrah Nabi saw.
kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadan. Kewajiban zakat semakin
diperkuat di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk.20
Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah
yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada
harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada Nabi
Muhammad saw, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya
sebagaimana Q.S. At-Taubah /9: 103
                       
  
Terjemahnya:
19Abdurrachman Qadir, op. cit., h. 12-13.
20Yusuf Qarda>wi, Fiqh}uz-Zakat, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin.
Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis
(Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), h. 72.
8Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha
Mengetahui. 21
Di sini Nabi Muhammad saw. di perintah: Ambillah atas nama Allah sedekah,
yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan penuh
kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya.
Walau redaksi ayat ini tertuju kepada Nabi Muhammad saw. namun juga bersifat
umum, yakni perintah ini ditujukan kepada siapa pun yang menjadi penguasa. Karena
itu, ketika sekelompok orang pada masa Sayyidina Abu Bakar enggan membayar
zakat dengan dalih bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada Rasul saw. dan bukan
kepada selain beliau, Sayyidina Abu Bakar menolak dalih tersebut, dan ketika mereka
berkeras enggan membayar zakat, beliau memerangi kelompok pembangkang itu.22
Pada sebagian kalangan umat Islam timbul berbagai pendapat berkaitan
dengan masalah distribusi zakat. Karena zakat termasuk masalah ibadah, maka
pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual.23 Padahal pendistribusian zakat
melalui lembaga zakat didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin
kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para
mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki. Ketiga,
untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan
21Departemen Agama RI, op.cit., h. 203.
22M. Quraish Shihab, op. cit., h. 706-707.
23Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan
Praktis (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 305.
9harta zakat menurut skala prioritas. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan
semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.24
Peristiwa  pembagian zakat yang dilakukan oleh pengusaha dermawan asal
Pasuruan, Haji Syaikhon umur 55 tahun pada tanggal 15 Agustus 2008 bisa menjadi
pelajaran. Maksud hati ingin membantu fakir miskin dengan zakat Rp 30.000, tapi
malah berujung tragedi tewasnya 21 orang, satu kritis, dan 12 orang terluka. Tak
menjadi pelajaran untuk mengulang kesalahan yang sama, pada 29 September 2008
sekitar 20 ribu warga miskin dari berbagai daerah di Lamongan, Tuban, Bojonegoro
dan Jombang, menyerbu Pondok Pesantren Sabililla di Desa Kebonsari, Kecamatan
Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur. Mereka datang untuk mendapatkan zakat yang
dibagikan langsung pemilik pesantren Kiai Haji Ghofar. Zakat yang dijanjikan
berkisar antara Rp 20.000,- sampai Rp 50.000,- per orang yang berakibat puluhan
orang pingsan.
Zakat dapat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui
pengelolaan secara baik dan benar, termasuk di dalamnya cara mendistribusikannya.
Oleh karena itu, agar semua itu dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu
dilakukan pembaharuan pengelolaan zakat, yaitu: pertama, pembaharuan pada aspek
pemahaman seperti melihat dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan dari zakat yang
dibayarkan, kedua, pembaharuan pada aspek manajemen seperti sistem rekruitmen
pengelola yang harus dilakukan secara terbuka, ketiga, pembaharuan pada aspek
pendayagunaan seperti pemberian zakat untuk konsumtif beralih kepada pemberian
untuk produktif.
24Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), h. 428.
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Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi zakat sebagai sarana distribusi
pendapatan dan pemerataan rezeki serta berbagai sarana berbuat kebajikan bagi
kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam
ruang lingkup yang baik. Hal ini akan membawa dampak besar dalam kehidupan
masyarakat. Dalam upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat,
pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat dan ditindaklanjuti dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama
Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Zakat.25
Potensi Zakat Infak dan sedekah di Indonesia cukup besar. Perolehan ZIS
yang tercatat dilembaga resmi (BAZNAS) baru sekitar 1,3 triliun, dibandingkan
dengan negara lain, seperti Saudi Arabia dan Mesir yang mencapai 60 ribu triliun,
perolehan ZIS di Indonesia masih terlalu kecil.26
Peneliti memilih zakat sebagai permasalahan yang akan diteliti dari seluruh
instrumen ekonomi Islam atas pertimbangan bahwa zakat memiliki potensi yang
sangat besar sebagai salah satu alat pendistribusian kekayaan yang dapat
25Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Cet. I; 2002). Lihat juga Departemen Agama, Risalah
Silaturahmi dan Rakornas ke-2 Badan Amil Zakat se Indonesia (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 55.
26Ratman, Optimalisasi Pengelolaan ZIS di Indonesia, www.BeritAnda.com/2011/20/10,
Diakses pada tanggal 20 Desember 2011.
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mengentaskan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Wajo.27 Berdasarkan hasil riset
Islamic Development Bank (IDB) pada 2010 disebutkan jika potensi zakat di
Indonesia mencapai Rp. 100 triliun. Sementara ditahun 2011, jumlahnya semakin
meningkat, potensi zakat mencapai Rp. 217 triliun, dengan perincian Rp. 117 triliun
dari rumah tangga dan Rp. 100 triliun dari perusahaan-perusahaan milik Muslim.28
Sementara itu, potensi zakat di Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp. 500 juta per
tahun.29
Dalam distribusi selalu berhubungan dengan tiga hal, pertama: guna milik
yaitu perpindahan barang/jasa dari pemilik (produsen) ke pengguna produk/jasa
(konsumen); kedua: guna tempat yaitu perpindahan barang/jasa dari tempat asalnya
(produsen) ke pengguna akhir barang/jasa (konsumen); ketiga: guna waktu yaitu
perpindahan barang/jasa yang memakan waktu untuk disalurkan dari produsen ke
konsumen. Atas pertimbangan ini, peneliti menghendaki agar dalam pendistribusian
zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Wajo juga harus memakai ketiga hal
tersebut sehingga dana zakat dapat berpindah guna kepada para mustahiq yang
berhak menerimanya.
Dalam kegiatan distribusi, ada yang namanya biaya distribusi yaitu biaya
yang berhubungan dengan semua kegiatan, mulai dari saat barang-barang
dibeli/diproduksi sampai barang-barang tiba di tempat pelanggan/konsumen.
Pengelolaan di lembaga zakat khususnya dalam pendistribusiannya, tidak akan lepas
27Jumlah KK yang tergolong miskin di Kabupaten Wajo sampai tahun 2011 adalah sebanyak
19.085kk. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Wajo.
28www.Hidayatullah.com. Diakses pada tanggal 28 November 2011.
29 www.MetroNews.com. Diakses pada tanggal 18 Desember 2011.
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dari segala biaya distribusi tersebut yang akan dibebankan kepada pengelola zakat
(amil).
Adapun peneliti lebih cenderung kepada manajemen distribusinya atas
pertimbangan bahwa pola penyaluran yang dilakukan oleh sebagian besar BAZDA di
Indonesia masih memakai pola distribusi konsumtif yaitu menyalurkan dana zakat
dalam bentuk barang-barang yang bisa dikonsumsi, sehingga tidak ada peningkatan
atau perubahan hidup bagi mustahiq .
Selain uraian yang telah disebutkan, berdasarkan observasi awal peneliti
memperoleh data jumlah dana zakat yang terkumpul di BAZDA Kabupaten Wajo
selama kurung waktu lima tahun (2006-2010) adalah sebanyak Rp. 3.112.718.553,-
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1 Penerima dan Pengeluaran periode 2006-2010
No Tahun Penerimaan Penyaluran Saldo
1 2 3 4 5
Saldo Thn 2005 Rp.101.771.152
1 2006 Rp.616.941.248 Rp.434.556.886 Rp.284.155.514
2 2007 Rp.428.096.652 Rp.455.355.758 Rp.256.896.408
3 2008 Rp.633.717.818 Rp.535.504.266 Rp.355.109.960
4 2009 Rp.666.898.102 Rp.684.362.921 Rp.337.645.141
5 2010 Rp.767.064.733 Rp.731.178.235 Rp.373.531.639
Jumlah Rp.3.112.718.553 Rp.2.840.958.066
Sumber: Bendahara BAZDA Kabupaten Wajo (Hj. Umrati, S.Ag, M.Pd)
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Dana zakat pada tahun 2006 yang berjumlah Rp. 616.941.248,. kemudian
disalurkan sebanyak Rp. 434.556.886,. telah diberdayagunakan oleh para mustahiq
di Kabupaten Wajo dengan beberapa pola yaitu: pertama, pola konsumtif tradisional;
kedua, pola konsumtif kreatif; ketiga, pola produktif konvensional dan; keempat, pola
produktif kreatif. Kelompok mustahiq yang menerima dana zakat tersebut adalah
fakir miskin, guru mengaji, kelompok tani, kelompok usaha kecil, sarana pendidikan,
biaya akta ikrar wakaf, pengadaan kitab suci Alquran dan buku, bantuan
penanggulangan bencana alam, pengurus BAZ dan operasional kegiatan serta biaya
administrasi.30
Mencermati berbagai keterangan dan penjelasan di atas, maka peneliti
bermaksud meneliti lebih jauh tentang manajemen distribusi zakat pada BAZDA
dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti
memformulasikan rumusan masalah berdasarkan kepada masalah pokok, yakni:
bagaimana manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang
pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo.
Adapun masalah tersebut diuraikan menjadi tiga rumusan masalah yaitu
sebagai berikut:
1. Bagaimana manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang
pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo?
30Lihat Musyfikah Ilyas, Badan Amil Zakat Kabupaten Wajo; Peluang dan Tantangan dalam
Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia, Tesis pada Program Pascasarjana UIN ALauddin Makassar
Tahun 2007.
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2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat terhadap manajemen
distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat
di Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana upaya meningkatkan manajemen distribusi zakat pada BAZDA
dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui manajemen distribusi
zakat pada BAZDA dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten
Wajo. Manajemen distribusi yang baik dari zakat akan menjadi pemerataan kekayaan
yang mengikis kesenjangan sosial di masyarakat.
Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-
permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan, yaitu:
a. Mengetahui manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang
pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo.
b. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat manajemen distribusi zakat
pada BAZDA dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten
Wajo
c. Mengetahui upaya peningkatan manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam
menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo.
2. Kegunaan Penelitian
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
referensi sebagai khazanah ilmu pengetahuan terapan ekonomi Islam bagi manajemen
pengelolaan zakat khususnya penyalurannya.
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Dalam praktis, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan sebuah konsep
manajemen pendistribusian zakat di BAZDA Kabupaten Wajo pada khususnya dan
lembaga pengelola zakat yang lain pada umumnya dalam mewujudkan kesejahteraan
umat. Selanjutnya, agar menjadi pertimbangan dan kajian bagi pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya, untuk memantapkan langkah berikutnya dalam mengelola
zakat.
D. Kajian Pustaka
Beberapa karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan rujukan awal dalam
penelitian ini adalah:
Ketaatan Berzakat; Telaah Hukum Islam dan Implikasinya terhadap
Manajemen Zakat di Kota Makassar oleh Ali Parman, disertasi pada Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penelitian
ini membahas tentang Konsep langkah strategis pengelolaan zakat yang segera perlu
dilakukan pertama, payung hukum kemudian ditindaklanjuti sosialisasi dengan
melibatkan semua komponen masyarakat. Kedua, pengelola zakat menata institusinya
dengan menguasai teknik pemasaran, yaitu memiliki kinerja profesional, jaga
kualitas, gaya dan serius sehingga muzakki merasa puas dan senang. Ketiga, semua
pihak menggunakan spritual marketing, yaitu mampu menyenangkan, memberikan
kepuasan dan membahagiakan setiap unsur yang terlibat dalam pengelolaan zakat
melalui etos kerja senyum, salam, sopan dan santun.
Badan Amil Zakat Kabupaten Wajo; Peluang dan Tantangan dalam
Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia oleh Musyfikah Ilyas, tesis pada Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penelitian
ini membahas mengenai faktor pendukung pengelolaan zakat pada badan amil zakat
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adalah masyarakat wajo yang religius dan mendambakan pengamalan syariat secara
utuh serta dukungan masyarakat yang sangat besar kepada badan amil zakat
sedangkan faktor penghambatnya adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas
dan sumber daya pengelola yang masih membutuhkan bimbingan dan pelatihan
teknis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan BAZ Kabupaten Wajo
dapat dijadikan tolak ukur dalam usaha reaktualisasi hukum Islam di Indonesia.
Zakat Produktif: Sistem Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota
Makassar oleh Fasiha, tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas mengenai pendidikan
keterampilan kepada mustahiq sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan skill
agar mereka memiliki potensi (SDM) yang dapat diandalkan. Bekerja sama dengan
Dinas Sosial serta beberapa remaja masjid dalam penanganan anak jalanan melalui
life skill ini. Wujud kemandirian ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
sehingga dapat terhindar dari sikap malas dan ketergantungan terus menerus terhadap
harta zakat.
Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Manado oleh H.
Husnan Yoyatan, tesis pada Prorgam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa pengelolaan
zakat di Kota Manado terimplementasi dengan baik dan dapat memberdayakan
perekonomian umat. Hal ini didukung oleh adanya partisipasi aktif muzakki dan
pengurus BAZ untuk mendistribusikan zakat kepada mustahiq sesuai ketentuan
syariah dan undang-undang zakat.
Di samping itu, beberapa karya tulis yang kiranya representatif untuk
dijadikan sebagai rujukan awal diantaranya:
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Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan
Membangun Jaringan oleh M. Arief Mufraini. Buku ini memberikan paparan
pengantar dan lanjutan tentang zakat, mulai dari pendahuluan, jenis, syarat, pra-syarat
dan tata laksana zakat. Disamping itu buku ini juga menghadirkan sistem distribusi
serta manajemen badan zakat yang accountable dan dapat dipertanggungjawabkan
serta berbagai contoh kontemporer dan penggunaan teknologi computer sebagai
sarana pengolah data, perencanaan dan pengawasan distribusi zakat.
Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial oleh Abdurrachman Qadir.
Dalam buku ini penulis mengemukakan permasalahan zakat menurut konsep keadilan
yang menurut hemat penulis penting diangkat guna menemukan suatu visi dan
persepsi yang utuh tentang zakat dalam rangka meningkatkan motivasi pengamalan
zakat yang masih rendah di kalangan umat Islam sehingga dirasakan masih tingginya
grafik angka kemiskinan, khususnya di lingkungan umat Islam Indonesia.
Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi oleh Sofjan Assauri.
Buku ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pegangan bagi para mahasiswa
dalam mempelajari matakuliah manajemen pemasaran. Di samping itu, buku ini juga
dimaksudkan untuk membantu para praktisi dalam mengambil keputusan dan
menetapkan strategi pemasaran dengan bekal yang dapat dipergunakan dalam
menganalisa, merencanakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran suatu
perusahaan.
Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM
di Indonesia oleh Euis Amalia. Buku ini diawali dengan keprihatinan penulis
terhadap persoalan ketimbangan pendapatan yang berujung pada kemiskinan dan
pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia. Sementara itu pula, semangat
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dan kerja keras dari kelompok masyarakat bawah yang memiliki kemampuan
produktif berupa usaha kecil dan mikro tidak serta merta diikuti pemerataan
pendapatan. Kelompok ini tidak mengalami perubahan yang berarti sekalipun
kontribusinya sangat besar dalam menopang ekonomi nasional.
E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah pendistribusian atau penyaluran dana
zakat yang dilakukan oleh BAZDA dalam menunjang memberdayakan ekonomi umat
di Kabupaten Wajo.
F. Sistematika Penulisan
Hasil penelitian tesis ini akan dimuat dalam bentuk laporan deskriptif yang
terdiri dari lima bab dan dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun
garis besar isi tesis ini sebagai berikut:
Bab I sebagai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang alasan dan latar
belakang penelitian, disertai dengan identifikasi masalah untuk memperoleh
gambaran bahwa masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini memerlukan
pemecahan segera dan berguna bagi masyarakat. Kemudian dijelaskan pula
pembatasan dan perumusan masalah, agar penelitian ini mendapat arah yang jelas dan
sistematis. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian lalu ruang lingkup penelitian
diuraikan dalam bab pertama dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
Bab II sebagai kajian teoritis. Bab ini menguraikan tentang uraian umum
tentang zakat, yang terdiri atas pengertian zakat dan pola penyaluran zakat. Selain itu,
dijabarkan pula kelompok penerima zakat, teori kemiskinan, zakat sebagai sarana
distribusi pendapatan serta zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat dan kerangka
pikir.
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Bab III sebagai metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metodologi
penelitian yang digunakan, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu
penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis
data dan definisi operasional.
Bab IV sebagai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini menguraikan
tentang manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang pemberdayaan
ekonomi umat di Kabupaten Wajo, faktor yang mendukung dan menghambat
manajemen distribusi zakat dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di
Kabupaten Wajo, dan upaya dalam meningkatkan manajemen distribusi zakat pada
BAZDA dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo.
Bab V sebagai penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian serta
saran dan kritik.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat
1. Pengertian
Menurut bahasa zakat adalah  "ة ر ﺎﮭط" artinya suci atau bersih.1 Zakat juga
berarti " ﺮﯿﺨﻟ ا" kebaikan.2 Dapat juga diartikan dengan al-tat}hi>r (menyucikan), al-
nama’: berkembang, al-barakah (keberkahan), kas|rat al-khair (banyak
kebaikannya). Penggunaan kata zakat merupakan bentuk asal dari zaka> jika
ditujukan untuk seseorang zaka> al-rajul berarti orang tersebut banyak kebaikannya.
Jika ditujukan untuk tanaman zaka> al-syajarah berarti tanaman itu tumbuh
berkembang dengan baik.3 Zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan
oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan
ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.4
Pengertian menurut istilah, Imam Malik mendefinisikan zakat dengan
“mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi
orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna dan
1Abi al-H{usain Ahmad bin Fa>ris bin Zakaria>, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz III
(Beirut: Da>r al-Fikri, t.th.), h. 16.
2Ibnu Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Jilid III (Dar al-Ma’arif, t. th.), h. 1848.
3Jamaluddin Muh{ammad ibn Mukrim, Lisa>n al-‘Arab (Beirut: Da>r al-Fikr, 1999), h. 358;
Kafrawi Ridwan et.al. (ed), “Zakat” Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997), h.
1985.
4Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Cet. I; 2002), h. 3.
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telah haul. Imam Syafi’i mendefinisikan dengan “sesuatu yang dikeluarkan dari harta
atau jiwa dengan cara tertentu.” Imam Hambali mendefinisikan dengan “hak wajib
pada harta tertentu (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang
tertentu pula”.5 Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama harta yang dikeluarkan
manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin.6
Mahmud Syaltut menegaskan pengertian zakat menurut istilah dengan nama
sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada
saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban
masyarakat, dan peningkatan taraf hidup umat.7 Pengertian zakat menurut Wahbah al-
Zuh}aili> adalah mengeluarkan sebagian harta, khususnya (harta) yang mencapai
satu nisab dan genab sehaul, untuk diserahkan kepada mustahiq.8
Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan
Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti
“mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan
itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih
berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaaan.9
Dalam terminologi kontemporer, zakat diartikan sebagai pemberian sedekah
atas kekayaan yang dimiliki, salah satu dari lima rukun Islam, bukan merupakan
5Dahlan dan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, t.th.), h. 1985.
6Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Jilid I (Be>rut: Da>r al-Fikri, 1977), h. 276.
7Mahmud Syaltut, al-Fata>wa (Kairo: Da>r al-Kalam, 1966), h. 4.
8Wahbah al-Zuh}aili>, al-Fiqhu al-Isla>mi> wa Adillatuh, Jilid III (Cet. III; Damasykus:
Da>r al-Fikri, 1989), h. 729.
9Yusuf Qarda>wi, Yusuf. Fiqh}uz-Zakat, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan
Hasanuddin. Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an
dan Hadis (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), h. 34-35.
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derma akan tetapi kewajiban dalam agama dan kewajiban sosial.10 Dikatakan
kewajiban dalam agama karena zakat merupakan ibadah mah}d}ah, sedangkan
kewajiban sosial karena manfaatnya sangat berkaitan dengan hajat hidup masyarakat
lemah.
Berangkat dari pengertian zakat menurut bahasa dan istilah tersebut, maka
menurut penulis sendiri bahwa zakat merupakan suatu kewajiban umat Islam yang
surplus kekayaannya untuk diberikan kepada orang yang defisit kekayaannya sebagai
bagian dari hak mereka sendiri yang defisit. Artinya, jika ada umat Islam surplus
kekayaannya, secara otomatis harus menunaikan kewajibannya.
Ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya ditunaikan zakat di antaranya
adalah firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 43
                         
Terjemahnya:
Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-
orang yang rukuk.11
Selanjutnya Q.S. Al-Baqarah/2: 277 yang berbunyi:
                                 
                      
Terjemahnya:
10Ziauddin Sardar dan Zapar Abbas Malik, “Muhammad for Beginners” terj. Julianty,
Mengenal Islam for Beginners (Cet. VII; Bandung: Mizan, 2001), h. 173.
11Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2005), h. 7.
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Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan
shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-Nya.
Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.12
Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat adalah merupakan ibadah
yang mengandung dua dimensi yaitu terlaksananya h}ablun minalla>h dan
h>ablun minanna>s secara serentak (bersamaan). Oleh karena itu, orang yang
menunaikan zakat adalah orang yang berusaha menghindarkan dirinya dari
malapetaka yang akan ditimpakan kepada orang di mana saja berada kalau ia tidak
menjalin hubungan baik dengan Allah dan dengan sesamanya manusia.
Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan
dengan zakat sekitar 800 hadis, termasuk beberapa atsar, diantara hadis yang
paling populer mengenai zakat adalah:
 َﺷ ٍﺲْﻤَﺧ ﻰَﻠَﻋ ُمﻼْﺳِﻹا َﻲِﻨُﺑ :َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ :لﺎﻗ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ﻦﻋ َﻻ َْنأ ًةَدﺎَﮭ
نﺎَﻀَﻣَر ُمْﻮَﺻو ِّﺞَﺤْﻟاَو ِةﺎَﻛ ﱠﺰﻟا ِءَﺎﺘﯾِإَو ِةﻼ ﱠﺼﻟا ِمﺎَﻗِإَو ﷲ َلْﻮُﺳَر ًاﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﱠَنا َو ُﷲ ﱠﻻِا َﮫﻟِا13 َ◌
Artinya:
‘Dari Ibrahim Umar r.a. katannya : Rasulullah saw. bersabda : Dasar
(pokok-pokok) Islam itu lima perkara, Mengakui tidak ada Tuhan selain
Allah, dan mengaku bahwa Muhammad itu Rasul Allah, Menegakkan shalat,
Membayar zakat, Menunaikan ibadah haji, dan Puasa pada bulan
Ramadhan’.
Dalam konteks hadits tersebut dipahami bahwa dari lima dasar (rukun)
Islam, zakat menempati urutan ketiga setelah syahadat dan shalat, kemudian
disusul dengan ibadah haji dan puasa ramadhan, ini  memberi arti bahwa zakat
sama pentingnya dengan rukun-rukun Islam yang lain untuk dilaksanakan, bahkan
kalau dilihat dari segi dampaknya maka zakat selain sebagai ibadah kepada Allah
12Ibid., h. 47.
13Abu Abdillah Muh{ammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz II
(Dimasyq: Da>r wa al-Mutabi al-Shabil, t.th.,), h. 120.
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swt. juga sebagai alternatif utama dalam pemecahan pengentasan kemiskinan
umat Islam, namun apabila dikalkulasi pada tingkat pelaksanaannya maka di
antara lima rukun Islam, zakatlah yang paling kurang ditegakkan/ dilaksanakan,
sehingga yang mungkin akan didapati ada orang rajin shalat dan berkali-kali naik
haji, puasa ramadhan pun tidak dilewatkan, namun ia tidak melaksanakan zakat
sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemahaman umat Islam yang keliru
seperti ini hendaknya mendapat perhatian dari semua pihak agar kesadaran umat
dalam berzakat dapat ditingkatkan.
Selanjutnya ada beberapa istilah yang terkandung dalam definisi zakat, yaitu:
a. Harta. Bahasa arabnya ma>l dan memiliki bentuk plural amwal, seperti yang
tersebut dalam Q.S. al-Ma’arij: 70 / 24-25
                
Terjemahnya:
“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang
(miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.14
Orang Arab biasanya mengartikan ma>l dengan segala sesuatu yang
diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpannya. Akan tetapi definisi harta yang
lebih sesuai dengan perkembangan zaman sehubungan dengan zakat, sebagaimana
yang dirumuskan Didin Hafiuddin dari pendapat Zarqa dan mazhab Hambali adalah
segala sesuatu yang konkrit yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat
digunakan menurut galibnya.15 Rumusan tersebut memiliki keluasan dan keluwesan
14Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2005), h. 569.
15Didin Hafiuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani  Press, 2002),
h. 18.
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kategori harta sebagai sumber zakat sekalipun secara eksplisit tidak terdapat
contohnya di masa Nabi Muhammad saw. seperti zakat profesi, zakat saham, obligasi
dan perusahaan.
Harta yang wajib dizakati memiliki kategori tertentu, yaitu: harta orang Islam,
merdeka, halal, milik sempurna, mencapai nisab dan haul. Maksud dari harta halal
adalah harta yang dimiliki sesuai dengan aturan-aturan Allah swt., baik zatnya
maupun perolehannya. Sebab Allah tidak akan menerima penunaian zakat dari harta
yang haram zatnya, seperti ternak babi atau haram perolehannya, seperti hasil judi,
korupsi.
Harta yang dizakati dapat bertahan lama yaitu harta yang tidak dapat disimpan
tidak wajib dizakati kecuali dengan tujuan diperdagangkan. Yang dimaksud dengan
milik sempurna adalah harta tersebut sepenuhnya merupakan hak dan tanggung
jawabnya,
b. Nisab adalah syarat atau batasan minimal asset yang dapat dikategorikan sebagai
asset wajib zakat. Karakter nisab berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang
wajib dizakati, seperti nisab pada hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 Sa’
yang sepadan dengan 50 kailah atau 653 kg, nisab pada unta 5 ekor, kambing 40
ekor, sedangkan nisab pada zakat aktiva keuangan adalah 200 dirham.16
Nisab atau batasan minimal harta yang wajib dizakati ini dapat terhalang
karena adanya hutang bagi wajib zakat. Jika ada harta yang di dalamnya terdapat
hutang konsumtif yang sudah jatuh tempo, maka pemiliknya harus melunasi
hutangnya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakatnya. Apabila setelah hutang
dilunasi dan sisa hartanya masih mencapai nisab, maka yang bersangkutan harus
16Muhammad Sholahuddin dan Lukman Hakim, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah
Kontemporer (Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008), h. 254.
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mengeluarkan zakat atas sisa hartanya itu, Akan tetapi, jika setelah pelunasan
hutangnya ternyata sisa hartanya tidak mencukupi nisab, maka yang bersangkutan
terbebas dari kewajiban zakat.
c. Haul adalah bahwa harta yang ada di tangan si pemilik harus melalui masa dua
belas bulan qamariyah. Namun syarat ini hanya berlaku bagi zakat binatang
ternak, uang dan barang-barang perniagaan atau dalam bahasa ekonominya
barang-barang modal. Adapun zakat dari hasil pertanian, perkebunan, madu,
barang-barang tambang ada ketentuan masa periodesasinya. Begitupun dengan
harta karun, barang temuan (rikaz), tidak disyaratkan haul, tetapi dizakati ketika
mendapatkan harta tersebut.17
d. Muzakki adalah orang yang menunaikan kewajiban zakat karena harta yang wajib
dizakati. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat ialah merdeka, telah
sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna.
2. Pola Penyaluran Zakat
Dalam penyaluran zakat terdapat dua metode, yaitu yang bersifat konsumtif
dan bersifat produktif:
a. Zakat konsumtif adalah penyaluran zakat kepada mustahiq untuk memenuhi
kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan
yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam term
ekonomi Islam dikenal dengan d}aru>rriya>t. Indikasi zakat konsumtif adalah
harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.
b. Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq dengan dikelola
dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta
17Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, Panduan Pintar Berzakat, Harta Berkah, Pahala
Bertambah (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008), 16-17.
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tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf
ekonomi mustahiq. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta
zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada
mustahiq secara berkala.
Ada pula yang mengklasifikasikan pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi
harta zakat secara rinci menjadi empat golongan:18
a. Konsumtif tradisional; zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahiq
untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.
b. Konsumtif kreatif; zakat yang digunakan dalam bentuk lain dari jenis barang
semula, misalnya beasiswa.
c. Produktif tradisional; zakat dimanfaatkan dalam bentuk barang-barang produksi,
seperti sapi, mesin jahit dan lainnya.
d. Produktif kreatif; pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik
untuk membangun suatu proyek social maupun proyek ekonomi seperti
memberikan modal kepada pedagang untuk berwirausaha.
Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif
dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
a. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan asnaf sudah terpenuhi dan
ternyata masih terdapat kelebihan.
b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
c. Mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.19
18Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (Cet. I; Jakarta: UI Press,
1998), h. 61-63.
19Departemen Agama RI. Dirjen BIMAS dan Penyelenggaraan Haji Direktorat
Pengembangan Zakat dan Wakaf, Pola Pembinaan Badan Amil Zakat, 2005, h. 5.
28
Penyaluran atau pendistribusian zakat dalam bentuk ini adalah bersifat
bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan,
dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima dana lebih banyak lagi.
B. Kelompok Penerima Zakat
Bagi setiap Badan Amil Zakat setelah mengumpulkan dana zakat, BAZ wajib
menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum
Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Taubah/9: 60
                            
                 
Terjemahnya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk
(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana20
Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang menggambarkan bahwa
ada yang keberatan bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para
penggembala dan lain-lain. Ayat ini membenarkan sikap Nabi itu sambil menjelaskan
bahwa sesunggunya zakat-zakat, bukan untuk mereka yang mencemohkan itu, tetapi
ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelolanya,
yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar
menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada para mu’allaf, yakni orang
yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-
20Departemen Agama RI. Al-Quran, h. 196.
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orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga
pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam
perjalanan. Semua itu sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah
Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam
menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali
kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.21
Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada tiga sifat yaitu:
1. Bersifat hibah (pemberian) biasa yaitu pemberian untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari bagi mustahiq yang lebih bersifat konsumtif dan tetap
memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayah masing-
masing.
2. Bersifat bantuan yaitu pemberian untuk menyelesaikan atau mengurangi
masalah yang sangat mendesak/ darurat bagi para mustahiq, apakah itu untuk
kebutuhan untuk konsumsi atau untuk kebutuhan yang produktif dan tetap
memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayah masing-
masing.
3. Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan
kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui
program atau kegiatan yang berkesinambungan seperti dana bergulir. Karena
dengan dana bergulir maka memberi kesempatan penerima lain yang lebih
banyak.
Dalam Q.S. al-Taubah/9: 60 itu, telah dijelaskan tentang orang-orang yang
berhak mendapatkan zakat. Begitu pula yang tercantum dalam Keputusan Menteri
21M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 629-630.
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Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 28
ayat (1) poin a, b dan c.
Adapun delapan kelompok yang berhak menerima zakat itu sebagai berikut:
1. Fakir (al-Fuqara>’)
Kata fakir berasal dari bahasa Arab yaitu Faki>r jamaknya al-fuqara>’,
sebagaimana disebutkan dalam Alquran.22 pernyataan ayat tersebut jelas bahwa orang
fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu untuk
melangsungkan hidup karena ketiadaan nafkah. Menurut para ulama, fakir adalah
orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai usaha untuk memenuhi
kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan dan papan. Misalnya, kebutuhan
hidupnya sebulan sebanyak Rp. 1.000.000,-, tetapi ia hanya dapat memperoleh Rp.
200.000,- atau Rp. 300.000,- ribu saja (kurang dari separuh).23 Dengan perolehan
seperti itu, maka kebutuhan pokoknya berupa papan, sandang dan pangan tidak dapat
terpenuhi dengan baik.
Namun sandang, pangan dan papan untuk konteks sekarang ini perlu
penyesuaian, bukan saja dalam hal jumlahnya melainkan dalam hal mutunya. Oleh
karena itu, kebutuhan pokok yang bisa dijadilan sandaran bagi manusia secara wajar
itu meliputi pangan dengan kandungan kalori dan protein, sandang yang bisa
22Adapun beberapa ayat yang menyebutkan kata al-fuqara’ Q.S. al-Taubah/9: 60, al-
Baqarah/2: 273.
23Muhammad Ridwan Mas’ud, Zakat kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat
(Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 55.
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menutup aurat, papan untuk berlindung dan membentuk keluarga secara layak,
pendidikan dan jaminan kesehatan.24
2. Miskin (al-masa>ki>n)
Alquran dan hadis tidak memberi penjelasan secara tegas tentang istilah fakir
dan miskin, kemungkinan karena pengertiannya sudah sangat jelas saat
diturunkannya ayat ini.25 Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki
kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan primer hidupnya, tetapi hasilnya
tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan uang satu juta sebulan, namun ia
hanya dapat mengusahakan sebesar 600 atau 700 ribu (lebih dari separuh).26
Secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk
fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk
memenuhi kebutuhannya atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), di
mana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya.27
Banyak hal yang menyebabkan mereka berada pada kondisi fakir atau miskin
seperti itu, mulai dari faktor dari pribadi seperti malas bekerja atau faktor dari luar
pribadi seperti lapangan kerja yang tidak ada sehingga menjadikannya tidak dapat
memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.
24Masdar F. Mas’udi, Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negana
Untuk Rakyat (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 114-115.
25Q.S. al-Taubah/9: 60,  al-Baqarah/2: 177,  dan al-Baqarah/2: 215.
26Abdalhaq Bewley dan Amal Abdul Hakim Douqlas, The Gold Dinar and The Islamic
Money System and Raising A Fallen Pillar diterjemahkan, terj. Abdurrahman Rahadi, Abbas Firman
dan Zaenab, Restorasi Zakat Menegakkan Pilar yang Runtuh (Cet. I; Depok: Pustaka Adina, 2005), h.
38.
27M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan
Membangun Jaringan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 183.
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Makanya bisa saja ukuran fakir dan miskin dapat saja berkembang sesuai
dengan perkembangan zaman seperti perkembangan ekonomi berupa naiknya harga
sandang, papan dan pangan. Jelasnya fakir atau miskin adalah mereka yang tidak
dapat memenuhi kebutuhan hidup primernya dan mereka lebih diproritaskan untuk
mendapat zakat.
3. Amil Zakat (al-‘a>milu>na ‘alaiha>)
Amil zakat adalah orang-orang tertentu yang berusaha secara profesional dan
managerial untuk menghimpun zakat dari orang-orang kaya (muzakki) dan
mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq).
Mereka yang bertugas sebagai amil zakat diharuskan menguasai seluk beluk zakat
(konsultan zakat). Mereka berhak mendapat bagian dari zakat sebagai imbalan dari
usaha kesehariannya dalam mengelola zakat, walaupun mereka itu orang kaya.28
Namun diutamakan orang yang paham dengan hukum zakat itu sendiri.
Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat
tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari para muzakki. Menjaga
dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahiq. Dengan persyaratan
sebagai amil zakat: Akil balig (mukallaf), memahami hukum zakat dengan baik,
jujur, amanah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.29
4. Muallaf
Penerima zakat golongan keempat adalah muallaf, mereka yang masih lemah
keimanannya karena baru memeluk agama Islam atau orang-orang yang dibujuk
28Muhammad Ridwan Mas’ud, op. cit., h.57
29M. Arief Mufraini, op. cit., h. 194-195.
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hatinya untuk masuk Islam,30 dan kelompok yang memiliki komitmen yang tinggi
dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam.31
Zakat yang diperuntukkan kepada muallaf untuk konteks kemasyarakatan:32
a) Usaha penyadaran kembali orang yang terperosok ke dalam tindak asusila,
kejahatan dan kriminal.
b) Biaya rehabilitasi (narkoba dan sejenisnya)
c) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing
d) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan lainnya.
5. Budak (al-Riqa>b)
Maksudnya dana zakat harus didistribusikan untuk memerdekakan budak
yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila ia mampu membayar
sejumlah uang tertentu (al-muka>tab). Hal ini sesuai pendapat ulama Hanafiyah dan
Sya>fiiyah. Sementara itu, Ulama Ma>likiyah dan Hana>bilah berpendapat bahwa
dana zakat itu digunakan untuk membeli budak setelah itu baru dimerdekakan.33
Pada zaman modern ini tidak dijumpai lagi budak, bila demikian kepada siapa
dana zakat didistribusikan berkaitan dengan dana zakat untuk al-riqa>b. Dalam hal
ini dapat disamakan dana zakat untuk al-riqa>b berarti sama dengan dana untuk
usaha memerdekakan orang atau kelompok orang yang sedang dalam keadaan
tertindas dan kehilangan akalnya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.34
30Menurut ulama H{anafiyah dan Syafiiyah, zakat tidak boleh diberikan kepada non muslim
untuk membujuk masuk Islam. Lihat Wahbah al-Zuha>ili, op. cit., h. 1954-1955.
31Muhammad Ridwan Mas’ud, op. cit., h. 57
32Ibid.
33Wahbah al-Zuha>ili, op. cit., h. 1956.
34Masdar F. Mas’ud. op. cit, h. 122.
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Bahkan Mukhlis Bahar berpendapat bahwa kaum buruh yang bekerja di
pabrik-pabrik dengan upah yang sangat minim (dibawah upah minimum regional),
para pembantu rumah tangga yang teraniya dapat saja disamakan dengan kondisi
budak.35 Bisa juga disamakan dengan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja
di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga maupun buruh-buruh kasar.
6. Orang-orang yang berutang (gha>rimîn)
Mereka ini adalah orang-orang yang tergadai harta bendanya dalam utang
dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat. Jadi mereka
berutang bukan untuk bermewah-mewah ataupun upaya menuju kemewahan.
Golongan ini diberikan zakat dengan bagian adil sehingga bisa terlepas dari utang dan
menjadikan kehidupan mereka  lebih terhormat.
7. Jalan Allah (Sabilillah)
Fi> Sabi>lilla>h adalah para mujtahid yang berperang melawan musuh-
musuh Islam. Mereka bergabung dalam kelompok tentara mujahidin sukarelawan.
Alasannya karena kata “al-sabi>l” bila berdiri sendiri di dalam Alquran berarti
berperang.
Makna fi> sabi>lilla>h mempunyai cakupan yang sangat luas. Hal ini
tergantung kondisi sosial dan kebutuhan waktu. Kata tersebut mencakup perbuatan
yang memiliki nilai makna jihad.36 Berarti banyak hal yang masuk dalam kelompok
ini seperti: dana pendidikan, dana pengobatan dan lain sebagainya.
35Muhammad Ridwan Mas’ud, op. cit.
36Yusuf Qard}a>wi, op. cit. h. 635.
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8. Ibnu Sabi>l
Ibnu Sab>il adalah orang-orang yang terlantar (seperti kehabisan
bekal/ongkos) dalan perjalanan mereka. Orang-orang seperti itu berhak mendapat
bantuan dari dana zakat, selama perjalanan yang mereka lakukan itu bukan perjalanan
maksiat, walaupun di tempat tinggalnya ia termasuk orang kaya.37
Untuk ibn sabi>l, dana zakat tidak hanya dialokasikan untuk keperluan
musafir yang kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para pengungsi
karena bencana alam.
Perdebatan tentang pendistribusian pengalihan zakat ini secara garis besar ada
yang membolehkan dan ada yang melarang. Terlepas dari itu, zakat boleh diberikan
kepada siapa saja yang berhak menerimanya.38
Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa pendayagunaan dan pendistribusian
zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Namun terjadi perbedaan pendapat
dikalangan mereka dan juga para fuqaha> ketika mengartikan siapa yang dimaksud
delapan golongan tersebut atau siapakah yang paling berhak menerimanya. Perbedaan
pendapat dikalangan ulama fiqh dan juga mufassir tentang keharusan memberikan
harta zakat pada semua as}naf mustahiq zakat, atau boleh memberikan harta zakat
kepada as{naf tertentu, berkaitan dengan pemahaman makna huruf lam dalam li al-
fuqara>. Mereka membaginya dalam dua kategori, yaitu empat kelompok pertama
yang disebut dituturkan dalam Alquran dengan menggunakan lam yang mengandung
arti pemilikan (li al-milk wa al-Istiqa>q), sedangkan empat kelompok berikutnya
37Ibid., h. 670.
38Abu Yazid, Fikih Realitas Respon Ma’had Aly terhadap Wacana Hukum Islam
Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 112-114.
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(riqa>b, ga>rim, sabi>lillah, ibn as-sabi>l) Alquran menggunakan fi yang berarti
tempat (darf).39
Dalam pelaksanaan pendistribusian  dana zakat yang dikumpulkannya dan
diserahkan kepada mustahiq yang menjadi sasaran pembinaan tidak terikat pada
wilayah tertentu dan bukan hanya sekedar konsumtif tetapi diupayakan menjadikan
dana produktif, demikian juga dapat mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah
kepada mustahiq di luar sasaran pembinaan terutama dalam keadaan darurat, seperti;
apabila terjadi bencana alam, bencana kebakaran, pengungsian.
Dalam melaksanakan kegiatannya, Badan Amil Zakat bersifat otonom dan
independen. Namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama
Badan Amil Zakat lainnya, agar terjadi sinergitas dalam pendistribusian zakat, dalam
upaya perbaikan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat.
C. Teori Kemiskinan
Kata kemiskinan bukan sesuatu yang asing lagi, kemiskinan merupakan salah
satu masalah yang selalu dihadapi manusia. Bagi mereka yang tergolong miskin,
kemiskinan adalah suatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena
mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan.
Walaupun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani.
Kesadaran akan kemiskinan timbul setelah membandingkan kehidupan yang mereka
jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan
social dan ekonomi yang lebih tinggi.
39Mu’inan Rafi’, Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)
Perspektif Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 48-49.
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Dalam Bahasa Indonesia, “kemiskinan” berasal dari akar kata “miskin” yang
menjadi perihal atau keadaan orang miskin yang tidak berharta benda. Kemiskinan
dalam makna ini berarti kemelaratan; kepapaan.40 Dalam bahasa arab, kata miskin
terambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang. Dengan makna ini, maka
orang miskin dapat dikatakan adalah orang yang tidak punya daya gerak dalam hidup
sehingga ia tidak dapat memiliki sesuatu bagi kehidupannya.41
Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan
dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf
kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun
fisiknya dalam kelompok tersebut.42 Hal tersebut menunjukkan, bahwa orang miskin
sangat tergantung dan senantiasa memerlukan uluran tangan orang-orang
disekitarnya.
Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah
untuk mengukurnya. Namun demikian, ukuran kemiskinan yang umum digunakan
yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.43
1. Kemiskinan absolut
Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat
pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan
pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat
40Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Ed. III. (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 749.
41Al-Ragib al-Asfah{a>niy, Mufrada>t Alfa>z al-Qur’a>n (Damaskus: Da>r al-Falah, 1988),
h. 418.
42Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. XXVII; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999), h. 406.
43Incolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, edisi ke-4 (Cet. II; Yogyakarta: STIE YKPN,
2004), h. 238-240.
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hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka
orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan
memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang
dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum
merupakan pembatas antara miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis
batas kemiskinan, konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini
dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk
menjamin kelangsungan hidup.
2. Kemiskinan relatif
Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila
tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep
kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan
akan selalu ada.
Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan
golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat
dikategorikan selalu miskin. Menurut kriteria Bank Dunia: pertama, jika 40 persen
jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari
pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan sangat timpang. kedua,
jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12-17
persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang. Dan ketiga,
jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah tersebut menerima lebih
dari 17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan rendah.
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Sementara Loekman Soetrisno, memberikan gambaran tentang situasi orang
miskin dengan tanda-tanda sebagai berikut. pertama, rumah mereka reot dan dibuat
dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim,
ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. kedua,
pendapatan mereka tidak menentu, dan dalam jumlah yang sangat tidak memadai.44
Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.45 pertama, secara mikro,
kemiskinan muncul karena adanya ketidaknyamanan pola kepemilikan sumber daya
yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. penduduk miskin hanya
memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. kedua, kemiskinan
muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas
sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung,
adanya diskriminasi atau karena keturunan. ketiga, kemiskinan muncul akibat
perbedaan akses dalam modal.
Dalam pandangan Islam, kata miskin sering dipadukan dengan kata fakir.
orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam kekurangan,
sedangkan fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta
dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.
Pengertian tersebut terjadi perbedaan pendapat, sebagian pendapat bahwa
fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang setengah kebutuhan pokoknya,
sedangkan miskin adalah orang yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup
untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ada juga yang mendefinisikan sebaliknya,
44Loekman Soetrisno, Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan (Cet. V; Yogyakarta:
Kanisius, 1997), h. 18.
45Mudrajat Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan (Cet. II;
Yogyakarta: YKPN, 2000), h. 107.
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sehingga menurut mereka keadaan si fakir relatif lebih baik dari si miskin.46 Namun
keduanya baik yang fakir maupun miskin, masih membutuhkan tambahan
penghasilan untuk menutupi kebutuhan pokoknya.
Harun Nasution, melihat persoalan kemiskinan dan keterbelakangan umat
Islam Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya dan corak pemahaman teologi
tradisional  faham qada dan qadar dalam arti fatalisme, serta  keyakinan bahwa
masa depan lebih banyak diserahkan kepada nasib yang telah ditetapkan oleh Yang
Maha Kuasa. Lebih lanjut Harun menjelaskan bahwa paham Jabariah yang dianut
sebagian umat Islam memberi implikasi negatif yaitu rendah produktivitas dan
semangat membangun serta memikirkan hari depan yang lebih baik.47 Akibatnya
terjadi kemalasan dan kemunduran mentalis untuk merubah nasib.
Islam telah menolak pandangan golongan yang memuliakan dan mensucikan
kemiskinan, kemelaratan, kepapaan harta dan penyiksaan hidup jasmani secara
umum. Bahkan, Islam sangat menentang pandangan kemiskinan yang dikemukakan
oleh golongan yang berpendirian bahwa kemiskinan dan kekayaan itu adalah suatu
perkara yang sudah dipastikan dan ketentuan yang sudah dibagi, tidak ada yang dapat
menolaknya, dan tidak ada satupun usaha yang dapat menghindarinya. Kekayaan
yang ada pada orang kaya adalah atas kehendak Allah; demikian pula kemiskinan
yang ada pada seorang miskin juga atas kehendak Allah, bahkan sudah diridhai Allah.
46M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998), h. 449.
47Lihat Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Bandung: Mizan, 1995), h.
145.
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Oleh karenanya, hendaklah setiap orang ridha menerima ketentuan Allah tersebut,
jangan menuntut untuk mengganti ataupun merubahnya.48
Pandangan dan sikap keliru ini adalah merupakan batu penghalang bagi
semua usaha menuju perbaikan hidup, memperbaiki kerusakan-kerusakan,
meluruskan penyelewengan-penyelewengan, menegakkan keadilan yang menjadi
idaman dan menjaga prinsip-prinsip al-ta’a>wun (kerjasama).49
Dengan persepsi tersebut, terjadi kepasrahan dalam menerima nasib yang
dianggap sudah tidak bisa dirubah dengan usaha apapun dan yang lebih ekstrem
dianggap sebagai pelanggaran atau melawan kehendak dari Allah swt.
D. Zakat sebagai Sarana Distribusi Pendapatan
Dalam realitas masyarakat kepemilikan atas harta merupakan standarisasi
dalam menentukan kebahagiaan hidup seseorang, harta yang melimpah menunjukkan
bahwa ia adalah orang yang berbahagia, sehingga menjadi sebuah alasan mengapa
manusia cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak harta kekayaan yang
dimiliki demi memenuhi kebutuhannya.
Kata harta berasal dari bahasa Indonesia, yang berarti segala barang yang
dianggap sebagai kekayaan.50 Dalam bahasa Indonesia pula, harta identik pula
dengan kekayaan yang berarti benda yang menjadi milik orang.51Dalam bahasa
Inggris, yaitu wealth.
48Yusuf Qarda>wi, Musykilah al-Faqr wa Kaiyfa ‘Alajaha al-Islam, terj. Umar Fanany,
Problema Kemiskinan: Apa Konsep Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1977), h. 34.
49Ibid., h. 35.
50Daryanto S.S., Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo, 1997), h. 258.
51Ibid., h. 337.
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Dalam Kamus Lengkap Ekonomi kata wealth berarti kekayaan, yaitu
persediaan aktiva (assets52) bersih yang dimiliki oleh individu atau rumah tangga.53
Harta di dalam Alquran yaitu ma>l dan khair seperti dalam Q.S. Al-Kahfi/18:
46 dan Q.S. Al-A<diya>t/100: 8
             
Terjemahnya:
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.54
      
Terjemahnya:
“Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan”.55
Dalam al-Muhith menjelaskan bahwa al-ma>l merupakan segala sesuatu
yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan
demikian, unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang disukai
oleh manusia dan memiliki nilai. 56
Dalam istilah ilmu fikih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu
adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk
digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila
dibolehkan menggunakannya secara syari’at. Mereka membedakan antara materi dan
52Asset yaitu suatu item atau milik yang dipunyai oleh perorangan atau perusahaan yang
mempunyai nilai uang. Chtistopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi (Ed. II; Jakarta:
Penerbit Erlangga, 1994), h. 22.
53Ibid., h. 688.
54Departemen Agama RI, Al-Quran., h. 299.
55Ibid., h. 599.
56Majduddin al-Fairuz abadi, Al-Qa>mu>s al-Muhith (Jilid IV; Mesir: t.p., t.th.), h. 52.
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nilai. Materi bisa terwujud hanya ketika seluruh manusia atau sebagian dari mereka
menggunakan sebagai materi. Tetapi nilai hanya berlaku bila dibolehkan oleh ajaran
syari’at. Minuman keras, bangkai, babi, bunga riba semuanya adalah harta atau
materi, tetapi  tidak bisa dikatakan sebagai barang bernilai.57
Menurut Jumhur Ulama fiqh selain Hanafiyah, mendefinisikan  bahwa
manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya.
Intinya bahwa segala macam manfaat-manfaat atas sesuatu benda tersebut dapat
dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya, karena seseorang yang memiliki
sebuah mobil misalnya tentu akan melarang orang lain mempergunakan mobil itu
tanpa izinnnya.58
Menurut Imam al-Suyuti, harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan
mempunyai nilai jual yang akan terus ada, kecuali bila semua orang telah
meninggalkannya. Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu
mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi
mereka.59
Menurut ahli hukum positif dengan berpegang pada konsep harta uang
disampaikan Jumhur Ulama selain Hanafiyah. Mereka mendefinisikan  bahwa benda
dan manfaat-manfaat itu adalah merupakan kesatuan dalam kategori harta kekayaan,
begitu juga hak-hak, seperti hak mengarang, hak paten, hak cipta dan sejenisnya.
57Salah al-S}awi dan Abdullah al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Cet. II; Jakarta:
Da>r al-Haq, 2008), h. 71072.
58Habib Nazir dan Afif Muhammad, Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari’ah (Cet. I;
Bandung: Kaki Langit, 2004), h. 368.
59Ibid.
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Oleh karena itu, kekayaan menurut mereka lebih luas dari pada konsep  harta
kekayaan menurut ahli fikih.60
Namun menurut penulis bahwa yang dimaksud dengan harta ialah segala
sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang memberi manfaat, baik manfaat untuk
kehidupan dunia maupun manfaat untuk kehidupan ke depan (akhirat).
Meskipun Islam mengakui kepemilikan harta serta mendorong manusia
supaya mencari harta sebanyak-banyaknya melalui suatu cara yang dihalalkan dalam
agama sehingga hidupnya menjadi tenteram, namun kepemilikan harta yang dimiliki
tidaklah bersifat mutlak sebagai milik pribadinya tapi pemilikan mutlak atas semua
benda termasuk harta di dunia ini adalah Allah swt. Oleh karena itu, manusia tidak
bebas menggunakan harta yang dimilikinya secara mutlak.
Islam telah mengatur penggunaan harta untuk kebutuhan individu dan juga
tidak melupakan kepentingan sosial yang ada disekitarnya seperti memberikan
sumbangan yang sifatnya wajib berupa zakat dan sumbangan yang sangat dianjurkan
berupa infak dan sedekah.
Hubungan zakat dengan konsep kepemilikan dan dorongan agama untuk
memiliki harta yang banyak sebenarnya saling terkait, karena untuk dapat
melaksanakan kewajiban zakat haruslah memiliki harta kekayaan. Dengan kata lain,
kewajiban mengeluarkan zakat sekaligus mendorong kewajiban bagi setiap manusia
untuk bekerja sehingga dapat menjadi orang yang mampu atau muzakki.
Zakat selain berfungsi sebagai penyucian hati orang yang mengeluarkan zakat
itu, ia juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi kekayaan karena
ini menyangkut kekayaan setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai
60Syekh Ali Khafif, Ahkam Mu’amalat al-Syar’iyyah (ttp., t. th.), h. 3-4.
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atau melewati nisab. Nisab (batasan ketentuan untuk dikeluarkannya zakat) telah
Rasulullah saw. tentukan dengan pasti. Bayaran zakat tentang jenis kekayaan tertentu
juga ditentukan oleh Rasulullah saw. sendiri.61
Menurut M. Umer Chapra, zakat bukanlah suatu pengganti dari program
pembiayaan diri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan
perlindungan jaminan sosial bagi orang-orang yang menganggur, mengalami
kecelakaan, manula dan mereka yang sakit melalui pengurangan dari gaji dan upah
para pekerja dan kontribusi para majikan. Zakat juga tidak mengganti pos-pos
anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk pembayaran kesejahteraan dan
penyediaan bantuan-bantuan pada saat terjadi musibah. Bahkan zakat juga tidak
menghapuskan kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan fiskal bagi
tujuan redistribusi pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan serta peluang-
peluang wirausaha.62
Zakat adalah tindakan bantuan sosial yang merupakan kewajiban moral dari
kelompok kaya untuk mendukung mereka yang miskin dan yang tidak beruntung di
mana mereka tidak mampu membantu dirinya sendiri. Meskipun program-program di
atas sudah diterapkan, untuk menghapuskan penderitaan dan kemiskinan dari
masyarakat muslim, zakat tidak menghapuskan beban kesejahteraan pemerintah
tetapi jelas membantu menggeser sebagian daripadanya kepada masyarakat, terutama
keluarga dan tetangga dari individu yang menjadi korban sehingga mengurangi
61Mustaq Ahmad, Business Ethics in Islam, terj. Samson Rahman, Etika Bisnis dalam Islam
(Cet. I; Jakarta: Al-Kautsar, 2001), h. 75.
62M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perpective, terj. Ikhwan Abidin B,
Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 268.
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tekanan pada anggaran pemerintah.63 Artinya, zakat dengan anggaran pemerintah
disejajarkan untuk bantuan sosial bagi yang membutuhkannya.
Adanya kesadaran dari pihak orang kaya untuk memberikan sebagian
hartanya kepada orang yang membutuhkan, mengakibatkan jurang pemisah dapat
dihapuskan, pemerataan pendapatan dapat dilaksanakan sehingga keadilan sosial
dapat diwujudkan.64
Haruslah disadari, walaupun setiap individu dan negara terus berusaha
mencapai tingkat kemapanan materi, tetap saja secara sunnatullah akan selalu ada
pihak yang defisit dan ada pula yang surplus karena ajaran Islam meyakini bahwa
ketidakseimbangan materi ditentukan sebagai cobaan hidup manusia. Artinya
substansi hidup di dunia adalah cobaan dan menjadi kaya atau menjadi miskin adalah
bagian dari cobaan.
E. Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat
Secara etimologis kata ‘pemberdayaan’ berasal dari bahasa Inggris, yaitu
‘empowerment’, kata benda. Kata kerjanya adalah ‘empower’ mengandung dua
pengertian. Pengertian pertama adalah “to give power or authority to”. Artinya
memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada
pihak lain. Pengertian kedua adalah “to give ability to or enable”. Ini diartikan
sebagai upaya untuk member kemampuan atau keberdayaan.65
Secara konseptual, pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi,
wewenang dan kepercayaan kepada individu dalam suatu organisasi, serta mendorong
63Ibid.
64Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh Muamalah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 354.
65Sedarmayanti, Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika
Perubahan Lingkungan (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 79.
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mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.66 Lebih
tegas Prijono dan Pranarka mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan
atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar
individu menjadi lebih berdaya.67
Perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (langka),
dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian disalurkan
(didistribusikan) kepada berbagai individu/personal dan kelompok masyarakat yang
ada dalam masyarakat merupakan suatu definisi ekonomi yang telah berhasil
dijabarkan oleh Samuelson dan Nordaus. Sementara Sulaiman mendefinisikan ilmu
ekonomi sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan,
membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga kebutuhan
masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.68
Senada dengan hal tersebut, al-Nabhani mengambil makna istilah ekonomi
sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut
kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.69
Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat,
sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan
cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem
ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi
66Fandly Tjiptono, Prinsip-Prinsip Total Quality Service (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 108.
67Lihat Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan
Implementasi (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997), h. 56.
68M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.
69Taqiyudin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (tt., Risalah
Gusti, 1996), h. 47.
48
Islam. Zakat juga merupakan lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang
mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.70
Lebih lanjut dikatakan bahwa zakat dapat merubah dan meningkatkan
perekonomian masyarakat kecil, sebagaimana seorang pedagang yang mampu
memiliki toko dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya atau orang yang
memiliki keterampilan khusus mampu memiliki alat yang menunjang
keterampilannya tersebut. Dengan demikian, setiap individu dapat bekerja hingga
mampu merealisasikan maksud dan tujuannya. Karena visi terbesar dalam social
ekonomi Islam adalah menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan masyarakat
secara adil.71
Zakat juga merupakan mutiara sistem ekonomi Islam yang terkandung banyak
hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Adanya zakat
menjadikan harta tidak diam dan tidak tertahan pada seseorang. Sampainya zakat
kepada mustahiq akan membuka peluang bagi mereka melakukan demand
(permintaan) ataupun konsumsi terhadap komoditas di pasaran. Dengan demikian
akan meningkatkan demand (permintaan), maka produsen akan meningkatkan supply
(penawaran) barang, akhirnya meningkatkan kegiatan produksi. Lahirnya
peningkatan produksi akan meningkatkan tenaga kerja, permintaan karyawan
meningkat dan juga meningkatkan income (pendapatan) yang diterimanya, dan
seterusnya. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan kewajiban
zakat dapat menimbulkan multiplier effects (dampak ganda) bagi kehidupan ekonomi,
70Lihat Yusuf Qarda>wi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Terj. Sari
Narulita. (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 53.
71Ibid., h. 78.
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khususnya supply (permintaan), demand (penawaran), produksi dan kenaikan
penghasilan.72
Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, masalah zakat
dapat dilihat dalam dua tingkatan permasalahan. Pertama, pada tingkat pelaksanaan
zakat, kedua, pada tingkat pendayagunaan serta pendistribusiannya.
Pada tingkat pelaksanaan, penyelesaian masalah akan banyak melibatkan alim
ulama dan para fuqaha. Umpamanya dalam hal ketentuan hukum mengenai zakat
bagi kalangan professional yang tidak bertani atau berdagang, tetapi memperoleh
kekayaan yang lebih besar.
Pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga
masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas,
mungkin tidak ada masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat itu,
tetapi ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang besar, muncullah
permasalahan baru. Dengan besarnya potensi umat ini tentu perlu adanya peningkatan
pengelolaan secara profesional proporsional agar lebih berhasil guna dan berdaya
guna bagi kepentingan.
Untuk membahas semua persoalan tersebut, dibutuhkan pemahaman tentang
kerangka sistem terpadu dalam pemberdayaan zakat, yaitu:
1. Orientasi Sumber
Sistem dengan orientasi sumber memandang organisasi sebagai fungsi untuk
menghimpun sumber daya secara maksimal. Input dapat berupa kuantitas materi
maupun kualitas sumber daya manusia.73
72Edwin Nasution (ed.), Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Cet. II; Jakarta: Prenada
Media, 2007), h. 80.
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Berdasar pada sistem ini, maka yang dimaksud dengan pemberdayaan zakat
adalah bagaimana organisasi mampu menggali dan menghimpun daya, berupa dana
zakat dalam jumlah yang sebesar-besarnya.
Berkaitan dengan penghimpunan zakat ada dua sistem yang dapat
dipergunakan, yaitu:
a. Sistem self assessment, pada sistem ini zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh
muzakki atau disampaikan ke lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) untuk
dialokasikan kepada yang berhak.
b. Sistem official assessment, pada sistem ini zakat akan dihitung dan dialokasikan
oleh pihak yang berwenang, misalnya; badan-badan yang ditunjuk oleh
pemerintahan adalah pihak-pihak yang dianggap berwenang berdasarkan syariat
Islam dan sudah menjadi kebijakan umum.74
Kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat dilaksanakan secara bersamaan.
Satu sisi dipergunakan sistem self assessment, sisi lain dipergunakan sistem official
assessment. Pada umumnya sistem official assessment dipergunakan manakala
pengelola zakat (Amil Zakat) yang ditunjuk melihat adanya kekeliruan penghitungan
zakat dilakukan oleh muzakki atau dengan kewajiban paksa dapat melakukan
penghitungan sepihak atas zakat yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh
muzakki. Namun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
belum mengakomodasi sistem yang kedua tersebut, kecuali atas permintaan muzakki
73Lihat T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi II (Cet. XVII; Yogyakarta: BPPE Fak. Ekonomi
UGM, 2001), h. 56.
74Lihat Departemen Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat (Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan Zakat Ditjen Bimas Islam, 2007), h. 34-35.
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sendiri kepada Amil Zakat untuk menghitung kekayaan yang akan dizakati. Jadi pada
umumnya muzakki menghitung sendiri besar zakat harta yang akan dikeluarkannya.75
2. Orientasi Proses
Sistem dengan orientasi proses bertujuan menjamin kelangsungan organisasi
melalui penanganan pemberdayaan secara efisien dan efektif. Kebutuhan proses
ditampilkan melalui praktek penanganan yang berupa konsultasi penyaluran,
komunikasi-informasi program pengembangan, kesiapan perangkat pelaksana
operasional serta kejelasan pelaporan manfaat kepada masyarakat. Karena itu,
efisiensi dan efektifitas merupakan barometer dari prestasi kerja badan pengelola.76
Aspek pokok dalam orientasi proses adalah:
a. Kemampuan mengelola program pengembangan.
b. Perencanaan strategik dari rencana jangka pendek dan jangka panjang.
c. Penyiapan perangkat pelaksana dan sarana pendukung.
d. Teknik sistem informasi, control pengendalian dan pelaporan manfaat.77
3. Orientasi Tujuan
Sistem dengan orientasi tujuan dimaksudkan agar organisasi mampu
mengemban misi dalam mencapai sasaran secara efektif. Dalam masalah zakat,
orientasi yang dimaksud adalah bagaimana zakat dapat didayagunakan kepada
sasaran delapan as}naf dengan sebaik-baiknya. Orientasi tujuan mengandung
pertimbangan pokok bahwa teknik pemberdayaan harus mampu menjamin
tercapainya manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Artinya zakat bukan sekedar
75Lihat Ibid., h. 35.
76Lihat T. Hani Handoko, op. cit., h. 7.
77Ibid., h. 92-95.
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kepentingan distribusi konsumsi (jangka pendek) tetapi secara prinsip adalah
bagaimana zakat dapat mengangkat harkat manusia dalam menjalani hidup yang
seimbang dalam menjalani hidup yang seimbang antara kepentingan dunia dan
akhirat (jangka panjang). Dalam posisi ini, maka pemberdayaan tidak dapat lagi
ditangani secara sambilan oleh para pengelola dan semua perangkat lembaga yang
ada, melainkan harus ditangani secara serius.78
Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tujuan dan fungsi perbankan syariah
(Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) adalah untuk
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan keadilan,
kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan fungsi
sosialnya, ia dapat sebagai baitul mal yang menerima dana yang berasal dari zakat,
infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada organisasi
pengelola zakat.79
Dengan fungsi sosial yang dimiliki oleh perbankan syariah, selaku Lembaga
Keuangan Syariah, maka perbankan syariah bekerja sama dengan Badan atau
Lembaga Amil Zakat sebagai penjamin dana kemitraan dapat menjadi penyedia akses
dana pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Orang-orang miskin yang
memiliki keinginan maupun kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha kecil bias
mendapatkan dana dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut, seperti BPRS atau
BMT dan penjaminnya adalah BAZ atau LAZ yang telah mengalokasikan sebagian
besar dananya untuk zakat produktif dan bagi mereka yang tidak mampu
menyediakan jaminan pun, tetap dapat memperoleh dana untuk investasi usaha riil
78Lihat Departemen Agama RI, Manajemen., h. 43-44.
79Lihat Tim Redaksi, Undang-Undang Ekonomi Syariah (Cet. I; Bandung: Fokusmedia,
2009), h. 39.
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tersebut, sehingga akan tumbuh jiwa entrepreneur dan tercipta lapangan kerja.
Dengan demikian, maka angka pengangguran dapat ditekan dan kemiskinan dapat
dikurangi. Kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan untuk
memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan menyediakan akses pekerjaan, maka
pembangunan ekonomi dapat berjalan sehingga kemiskinan dapat dikurangi,
kesejahteraan dan kemakmuran dapat ditingkatkan.
Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa untuk dapat
tercapainya tujuan pemberdayaan zakat, maka pola pemberdayaannya haruslah
dikelola secara profesional, akuntabel serta dibarengi dedikasi yang tinggi dari para
pengelolanya dan dengan tujuan akhirnya adalah fungsi produktif zakat agar benar-
benar dapat menggerakkan ekonomi umat, khususnya bagi kalangan yang tidak
mampu serta dapat mengentaskan kemiskinan.
F. Kerangka Pikir
Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati
(maaliyah ijtima’iyyah) yang memiliki posisi sangat strategis dan menentukan baik
dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Di dalam
Alquran, kewajiban zakat sering disejajarkan dengan kewajiban shalat yang berarti
perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat yang juga termasuk dari rukun
Islam.
Zakat merupakan alat redistribusi kekayaan dari orang yang surplus kepada
orang yang defisit. Potensi ini tidak dapat diabaikan karena sudah menjadi bukti pada
kejayaan Islam beberapa abad yang lalu, zakat memiliki fungsi sebagai pengentasan
kemiskinan.
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Definisi yang ada dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat mengandung muatan ekonomi, karena dalam definisi tersebut
disebutkan bahwa pengelolaan zakat dapat mendayagunakan hasil pengumpulan
zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk
usaha yang produktif. Selain itu, pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat
zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Salah satu strategis untuk menjadikan zakat sebagai pengentasan kemiskinan
adalah melalui lembaga yang dipercaya oleh pemerintah. Lembaga zakat ini
menyusun skala prioritas sehingga dalam penyalurannya mencapai sasaran yang tepat
dalam penggunaan harta zakat. Kepercayaan zakat kepada lembaga yang dibentuk
oleh pemerintah dengan pertimbangan: Pertama, untuk menjamin kepastian dan
disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq
apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki. Ketiga, untuk
mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta
zakat menurut skala prioritas. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan
semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.80
Semua itu dapat terlaksana jika pengelola zakat melakukan manajemen yang
baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai kepada
pengawasan yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mampu dan
profesional dalam mendayagunakan dana zakat yang lebih bermanfaat bagi para
80Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), h. 428.
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mustahiq sehingga dapat lepas dari garis kemiskinan dan nantinya diharapkan dapat
menjadi muzakki.
Dengan demikian, kerangka pikir dari penelitian ini adalah:
Alquran dan Hadis
Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 Tentang Pengelolaan Zakat
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat
Manajemen Zakat
Zakat
Peningkatan Manajemen
Distribusi
BAZDA
Penyaluran Zakat
MustahiqPendukung & Penghambat
Pemberdayaan Ekonomi Umat
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kualitatif.1
Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih
sangat beragam sehingga untuk  mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan
pendalaman lebih lanjut.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan2 manajemen, sosiologis, hukum dan
ekonomi Islam. Adapun ulasannya sebagai berikut:
a. Pendekatan manajemen. Pendekatan ini digunakan untuk membantu peneliti
mengetahui dan memahami model pengelolaan zakat yang dalam penelitian ini
difokuskan kepada pendistribusiannya, hal ini sangat penting untuk mengetahui
apakah zakat yang terkumpul dari muzakki tersebut didistribusikan sesuai dengan
peruntukannya kepada yang berhak menerimanya.
b. Pendekatan sosiologis3. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui  kondisi
sosial masyarakat yang termasuk bagian dari kelompok penerima zakat
(mustahiq).
1Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan
data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lihat:  Sugiyono, Metode
Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.
2Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam
memahami sesuatu. Abuddin Nata, Metodologi Studi  Islam, (Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo Persada,
2004), h. 28.
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c. Pendekatan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui  dari aspek
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat.
d. Pendekatan ekonomi Islam. Pendekatan ini digunakan untuk melihat fungsi zakat
dari sisi ekonomi yaitu mendayagunakan zakat untuk usaha-usaha yang produktif
yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam yaitu distribusi pendapatan.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Badan Amil
Zakat Daerah Kabupaten Wajo. Penentuan lokasi ini dikarenakan lembaga pengelola
zakat yang mengelola pendistribusian zakat di Kabupaten Wajo hanya ada di Badan
Amil Zakat yang dibentuk pemerintah setempat.
Berdasarkan observasi awal peneliti memperoleh data4 jumlah dana zakat
yang terkumpul di Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo selama kurung
waktu lima tahun (2006-2010) adalah sebanyak Rp. 3.112.718.553,-, dan dari jumlah
keseluruhan dari dana tersebut sudah disalurkan/ diperuntukkan sesuai dengan
ketentuan agama dan peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan adalah selama tanggal 08 Februari 2012 sampai
dengan tanggal 08 Mei 2012.
3Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan
struktif, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu
fenomena sosial dapat dianalisisw dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan,
mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Lihat: Ibid., h.
39.
4Data dari Hj. Umrati, S.Ag, M.Pd (Bendahara BAZDA Kabupaten Wajo)
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C. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive,5 dan
bersifat snowball sampling.6 Selain itu, dalam penelitian kualitatif sangat erat
kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud sampling dalam hal ini
adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan
bangunannya (constructions). Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan
diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan dalam
generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan  yang ada dalam ramuan
konteks yang unik. Maksud kedua dari sampling adalah menggali informasi yang
akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul, Oleh sebab itu, pada penelitian
kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sample).7
Sumber data dalam penelitian adalah subyek yang telah memberikan data
terkait dengan kajian. Berdasarkan kepada tujuan dan kegunaan penelitian, maka
sumber data dalam penelitian ini relevan dengan zakat. Dalam penelitian ini
menggunakan dua sumber data yaitu:
5Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita
harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi
social yang ditelliti.  Lihat: Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h.
54. Keputusan tentang penentual sampel, besarnya dan strategi sampling pada bergantung pada
penetapan satuan kajian. Kadang-kadang satuan kajian bersifat perorangan. Bila perseoranga itu sudah
ditetapkan, maka pengumpulan data dipusatkan di sekitarnya, yang dikumpulkan ialaj apa yang terjadi
dalam kegiatannya, apa yang mempengaruhinya, bagaimana sikapnya, dan semacamnya. Lexy J.
Moleong Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 225.
6Snowing sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil,
kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama akan menjadi besar. Dalam
penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum
merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih
tahu dan dapat melengkap data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Sugiyono, Metode
Penelitian, h. 85-86.
7Lexy J. Moleong, op. cit., h. 224.
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1. Data primer. Data primer yakni data empiris yang diperoleh di lapangan
bersumber dari informan yang diperoleh dari pengurus institusi  Badan Amil
Zakat Daerah di Kabupaten Wajo yaitu ketua, sekretaris serta bendahara dan
masyarakat yang termasuk mustahiq (fakir miskin) yang dianggap memiliki
informasi yang penting maupun dokumentasi-dokumentasi yang terkait
dengan penelitian ini.
2. Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil
penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip
dari berbagai perpustakaan.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun
teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.8 Observasi
dalam penelitian ini adalah pola penyaluran zakat untuk menunjang pemberdayaan
ekonomi umat. Hal ini sangat perlu guna mendeskripsikan realita kondisi penyaluran
zakat di BAZDA Kabupaten Wajo  dan menjadi acuan dalam hasil penelitian.
2. Wawancara
8Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.
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Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,
tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.9
Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu
dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut:
a. Bahwa subjek  adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat
dipercaya.
c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti
kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.10
Penelitian kualitatif menggunakan metode yaitu observasi, wawancara, atau
penalaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan,
yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan jamak, dan metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan
antara peneliti dan responden. Selain itu, metode ini lebih peka dan lebih dapat
menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola
nilai yang dihadapi.11
Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan
semiterstruktur,12 yakni dialog oleh peneliti dengan informan dalam hal ini para
9Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 72.
10Sugiyono, Metode Penelitian, h. 138.
11Lexy J. Moleong, op. cit., h. 10.
12Wawancaran terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau
pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, sehingga
dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara
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pengurus BAZDA Kabupaten Wajo yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi
pendistribusian zakat di Kabupaten Wajo.
3. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,
catatan harian, dan sebagainya.13 Hasil penelitian dari wawancara akan lebih
kredibel/dapat dipercaya jika didukung  oleh dokumentasi.
E. Teknik Analisis Data
Pada dasarnya analisis data adalah sebuah  proses  mengatur  urutan data dan
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh
data.14 Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberi  kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik
dari catatan  lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.
Untuk  melaksanakan  analisis  data   kualitatif   ini   maka   perlu ditekankan
beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan
semiterstruktur termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas
bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan
secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Lihat:
Idem, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 73-74.
13Lexy J. Moleong, op. cit., h. 186.
14Ibid., h.  103.
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transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.15 Adapun tahapan-tahapan dalam
reduksi data meliputi:
Membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan menyusun laporan
secara lengkap dan terinci.
Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang
dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai manajemen distribusi zakat pada BAZDA
dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo, sehingga dapat
ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan
dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan
hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting
dari setiap aspek temuan penelitian.
2. Penyajian Data
Miles dan Huberman  dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan
bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi  yang
tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.16
Penyajian data dalam hal  ini adalah  penyampaian  informasi berdasarkan
data yang diperoleh dari penyaluran zakat pada BAZDA di Kabupaten Wajo sesuai
dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat,
dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait
15Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92.
16Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 194.
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dengan manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang pemberdayaan
ekonomi umat dalam  bentuk  teks naratif.
Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan
yang sistematis untuk mengetahui manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam
menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo. Kegiatan pada tahapan
ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga
tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman
tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap
belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan
data-data yang dibutuhkan dan  sesuai  dengan alur penelitian.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa
verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang
ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.17 Kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten
saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan
kesimpulan yang kredibel.18
Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil
dengan  data  pembanding  teori   tertentu;   melakukan   proses member check atau
melakukan  proses  pengecekan  ulang,  mulai  dari pelaksanaan pra survey
(orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum
untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
17Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama (Pontianak:
STAIN Pontianak, 2000), h. 71.
18Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 99.
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Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini
dilakukan dengan trianggulasi. Triangulasi adalah tenik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan
perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian,
yaitu manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam menunjang pemberdayaan
ekonomi umat di Kabupaten Wajo. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang
yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.
Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap
berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta
saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat
dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses
ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data telah dikumpulkan
sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang
representatif.
F. Definisi Operasional
Penelitian ini berjudul Manajemen Distribusi Zakat pada BAZDA dalam
Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Wajo, untuk memperjelas
pengertian atau makna variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini maka
dikemukakan definisi operasional variabel, agar pembaca tidak keliru memahaminya.
Adapun variabel yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:
a. Manajemen Distribusi Zakat
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Manajemen19 adalah pengelolaan usaha; kepengurusan; ketatalaksanaan
penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan.20
Distribusi ialah pembagian (barang-barang kepada orang banyak/ke tempat
tertentu); penyaluran; penyebaran.21 Dalam ilmu manajemen, distribusi merupakan
bagian dari pemasaran yaitu bagaimana suatu produk yang diciptakan oleh suatu
perusahaan sampai kepada konsumen.
Zakat secara bahasa dapat diartikan dengan al-tat}hi>r (menyucikan), al-
nama’: berkembang, al-barakah (keberkahan), kas|rat al-khair (banyak
kebaikannya). Penggunaan kata zakat merupakan bentuk asal dari zaka> jika
ditujukan untuk seseorang zaka> al-rajul berarti orang tersebut banyak kebaikannya.
Jika ditujukan untuk tanaman zaka> al-syajarah berarti tanaman itu tumbuh
berkembang dengan baik.22 Zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan
oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan
ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.23
19Manajemen ialah 1) Suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai tujuan
yang telah dikalkulasikan dengan bantuan sejumlah sumber dengan cara efisien dan efektif. 2)
Pengorganisasian dan pengawasan terhadap usaha manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 3) Salah
satu dari faktor-faktor produksi yang mencakup organisasi dan koordinasi terhadap faktor produksi
lainnya. 4) Para pemimpin, pengawas dan eksekutif yang mengendalikan urusan bersama secara
kolektif. 5) Pemilik atau direktur suatu organisasi. Komaruddin, Ensiklopedi Menejemen (Cet. I;
Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 511.
20Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Arkola,
1994), h. 434.
21Ibid., h. 119.
22Jamaluddin Muhammad ibn Mukrim, Lisa>n al-‘Arab (Beirut: Da>r al-Fikr, 1999), h. 358;
Kafrawi Ridwan et.al. (ed), “ Zakat” Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997),
h. 1985.
23Departemen Agama RI, op.cit., h. 3.
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Manajemen distribusi zakat yang peneliti maksud ialah pola pendistribusian
atau penyaluran dana zakat yang terkumpul disalurkan kepada para mustahiq yang
berhak menerimanya sehingga para mustahiq dapat mengambil manfaat dari dana
zakat tersebut.
b. Pemberdayaan Ekonomi Umat
Pemberdayaan berasal dari kata daya yaitu kemampuan, kekuatan, upaya,
kemampuan untuk melakukan usaha.24 Ekonomi adalah segala usaha manusia dalam
memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya, pengaturan rumah
tangga.25 Sedangkan kata “umat” diartikan sebagai komunitas atau pengikut agama
tertentu,26 yakni umat (masyarakat) Islam.
Pemberdayaan ekonomi umat yang peneliti maksud ialah manfaat yang
dirasakan oleh masyarakat dalam merubah dan meningkatkan taraf hidupnya dalam
hal ini para mustahiq dapat terlepas dari garis kemiskinan sehingga tidak selalu
tergantung kepada harta zakat.
24Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, op.cit., h. 94.
25Ibid., h. 131.
26Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakeses pada tanggal 03 Desember
2011.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Wajo
Kabupaten Wajo terletak pada posisi 3039’ – 4016’ lintang selatan dan
119053’ 120027 bujur timur, merupakan daerah yang terletak ditengah-tengah
propinsi Sulawesi Selatan pada pada zona tengah yang merupakan suatu depresi yang
memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat. Batas wilayah
Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:1
- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap
Luas wilayahnya adalah 2.506,19 km2 atau 4,01% dari luas propinsi Sulawesi
Selatan dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 85.026 ha
(33,92%) dan lahan kering 167.671 ha (66,08%).
Wilayah Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 wilayah kecamatan, selanjutnya
dari 14 wilayah kecamatan tersebut wilayahnya dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah
yang lebih kecil yang disebut desa atau kelurahan. Terbentuk dari 48 wilayah yang
berstatus kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus desa. Jadi secara keseluruhan,
wilayah Kabupaten Wajo terbagi menjadi 176 desa/kelurahan.
Penduduk Kabupaten Wajo tahun 2010 sebanyak 386.073 jiwa dan terdiri dari
penduduk laki-laki sebanyak 184.015 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak
1Data-data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, Wajo dalam Angka 2011 Tahun 2011,
h. IX.
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202.015 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2005 sampai 2010
sebesar 0,80 persen. Kepadatan penduduk Kabupaten Wajo sebesar 154 jiwa/km2 dan
hampir 99,4 persen beragama Islam.2
Potensi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki Kabupaten Wajo terus
dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilihat
dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2010, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
berlaku di Kabupaten Wajo mengalami penurunan sekitar 15,97 persen dibandingkan
dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2009, sedangkan untuk
nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000,
mengalami kenaikan sebesar 5,71 persen.
Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor yang menjadi
sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Wajo dibandingkan sektor-sektor
perekonomian lainnya. Hal ini digambarkan oleh peranan masing-masing sektor
ekonomi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di
Kabupaten Wajo setiap tahunnya.
Berdasarkan data peran sektor pertanian dalam pembentukan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wajo atas dasar harga berlaku berturut-
turut dari tahun 2008-2010 adalah 41,04 persen, 38,50 persen dan 36,73 persen,
sumbangan sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Wajo secara perlahan-lahan menurun. Sektor pertambangan dan galian
merupakan sektor lain yang juga mengalami penurunan dalam memberikan
sumbangan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hal ini dapat dilihat pada
2Ibid.
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yaitu nilai
sumbangannya berturut-turut dari tahun 2008 – 2010 adalah 4,80 persen, 4,51 persen
dan 4,33 persen.3
Sektor perekonomian yang peranannya dalam pembentukan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wajo perlahan-lahan semakin  meningkat dari
tahun ke tahun, antara lain sektor industri, sektor bangunan, sektor perdagangan,
hotel dan restoran, serta sektor angkutan dan komunikasi. Peran sektor-sektor tersebut
dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
konstan berturut-turut dari tahun ke tahun 2008 – 2010 adalah: sektor industri
memberikan sumbangan sebesar 8,34 persen, 8,12 persen, dan 8,11 persen. Sektor
bangunan memberikan sumbangan 3,12 persen, 3,42 persen dan 3,76 persen. Sektor
perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan sebesar 21,17 persen, 21,29
persen dan 21,94 persen. Sedangkan sektor angkutan dan komunikasi memberikan
sumbangan sebesar 5,22 persen, 5,44 persen dan 5,75 persen. Sektor listrik dan air
minum, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya serta sektor  jasa-jasa
memberikan peran yang fluktuatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten Wajo.
Ukuran secara makro mengenai kemakmuran penduduk suatu wilayah dapat
digambarkan oleh perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita
yang ada di wilayah itu, pada tahun 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Wajo telah mencapai Rp. 14,046 juta
atau dengan nilai konstan 2000 sebesar Rp. 6,359 juta. Nilai itu mengalami
peningkatan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2009,
3Ibid., h. X.
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yaitu untuk harga berlaku sebesar 12,148 juta atau dengan nilai harga konstan 2000
sebesar Rp. 6,033 juta. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wajo
atas dasar harga berlaku Rp. 5.409,46 milyar dan Rp. 2.446,05 milyar atas dasar
konstan.4
B. Manajemen Distribusi Zakat Pada BAZDA Dalam Menunjang Pemberdayaan
Ekonomi Umat di Kabupaten Wajo
Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Wajo merupakan suatu organisasi yang
dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengelola zakat. Sebagai suatu
organisasi, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Wajo perlu menerapkan suatu
manajemen yang baik agar tujuan dapat berjalan secara optimal.
Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan
bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan
organisasional atau maksud-maksud yang nyata.5
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan
pendistribusian serta pendayagunaan zakat.6
Dengan mengetahui manajemen distribusi yang diterapkan pada Badan Amil
Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo, maka akan diperoleh gambaran mengenai
4Ibid., h. XI.
5George R. Terry dan Leslie W. Rue, Principles of Management, terj. G. A. Ticoalu, Dasar-
Dasar Manajemen (Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 1.
6Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. h. 3.
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tujuan zakat yang dapat lebih memberdayakan ekonomi umat yang ada di Kabupaten
Wajo.
1. Perencanaan
Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar
selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-
tujuan itu dapat tercapai.7
Salah satu alasan utama menempatkan perencanaan sebagai fungsi organik
manajerial yang pertama ialah karena perencanaan merupakan langkah konkret yang
pertama-tama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Artinya, perencanaan
merupakan usaha kongkretisasi langkah-langkah yang harus ditempuh yang dasar-
dasarnya telah diletakkan dalam strategi organisasi.8 Dan suatu perencanaan yang
baik apabila bersifat memudahkan dan secara efisien menunjang organisasi dalam
mencapai tujuan.
Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo dalam menyusun
perencanaannya dalam hal penyaluran zakat agar dana zakat yang disalurkan tepat
sasaran, maka langkah yang ditempuh adalah melakukan kerjasama dengan imam
kelurahan/desa yang juga sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap
kecamatan masing-masing. Sebagaimana yang diutarakan oleh Sekretaris Badan
Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo bahwa untuk menentukan kriteria
mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing, prosedurnya
yaitu BAZ kabupaten melakukan kerjasama dengan setiap BAZ kecamatan yang ada
ditiap kecamatan dan UPZ tiap desa/kelurahan yang juga sebagai imam
7George R. Terry dan Leslie W. Rue, op. cit., h. 43-44.
8Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002),
h. 49.
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desa/kelurahan setempat. Oleh karena itu, BAZ kabupaten tidak tahu persis siapa
orangnya (mustahiqnya) yang memenuhi kriteria.9
Kadang juga Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo dalam
menentukan kriteria mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-
masing, melakukan kerjasama dengan dinas sosial dengan melihat orang/keluarga
yang dianggap mampu dengan yang tidak mampu. Namun ada juga prioritas yaitu
mereka yang dekat dengan agama, yang dianggap punya kontribusi dengan agama
seperti Imam dusun, pegawai syara’ yang pasti masih dalam kategori wajar untuk
menerima zakat.10
Langkah yang ditempuh oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten
Wajo dalam menentukan kriteria mustahiq yang dianggap memenuhi syarat menurut
kelompoknya masing-masing dengan kerjasama dengan imam kelurahan/desa
setempat karena dianggap merekalah yang tahu persis kondisi atau keadaan
masyarakatnya masing-masing. Kemudian imam kelurahan/desa merupakan tokoh
masyarakat sekaligus tokoh agama setempat, jadi kecil kemungkinan mereka
berbohong atau merekayasa dalam menentukan kriteria mustahiq yang memenuhi
syarat sebagai penerima zakat.
Lebih lanjut mengenai kebenaran sasaran zakat yang dilakukan Badan Amil
Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo ialah dengan kelengkapan administrasi berupa
formulir yang diberikan kepada Imam kelurahan/desa setempat, kemudian Imam
kelurahan/desa membagikan formulir tersebut kepada warga di sekitar wilayahnya,
9Kadir Parakkasi, Sekretaris BAZ Kabupaten Wajo “Wawancara” (Sengkang, 22 Februari
2012).
10Ibid.
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lalu mustahiq mengisi formulir dan dari hasilnya itu kemudian diseleksi apakah betul
memenuhi syarat atau tidak.
Rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima, biasanya lebih
banyak dari kebijakan pengurus, biasanya setelah formulir dikembalikan, kemudian
dijumlah sesuai dengan alokasi yang disiapkan baru ditetapkan waktunya.
Namun jika kemudian hari terdapat kesalahan dalam menentukan sasaran
zakat, menurut penulis sepakat dengan pendapat Yusuf Qarda>wi yang menyatakan
bahwa orang yang melakukan penyelidikan dan berijtihad kemudian salah dalam
ijtihadnya serta memberikan bukan pada sasarannya maka hal itu dimaafkan dan
tidak dibebani apa-apa karena kesalahannya itu. Akan tetapi, apabila orang gegabah
dalam penyelidikannya dan tidak peduli siapa yang diberi zakatnya itu, kemudian
ternyata salah terhadap sasaran yang tepat, maka kepadanya dibebani kesalahan itu
sebagai akibat kelalaiannya dan wajib pula baginya untuk mengulangi kembali
zakatnya sehingga zakat itu benar tepat pada sasarannya.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk
mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer,
yang mempunyai kekuasan yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota
kelompok.11
Penempatan fungsi pengorganisasi segera setelah perencanaan merupakan hal
yang logis karena suatu rencana yang telah tersusun dengan rapi dan ditetapkan
berdasarkan berbagai macam perhitungan, tidak terlaksana dengan sendirinya.
Artinya, adanya rencana tidak dengan sendirinya mendekatkan organisasi kepada
11George R. Terry dan Leslie W. Rue, op. cit., h. 82.
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tujuan yang ingin dicapainya.12 Oleh karena itu, perlu penempatan fungsi
pengorganisasian yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
Dalam struktur organisasi Badan Amil Zakat mulai dari tingkat nasional
sampai tingkat kecamatan, ada 3 (tiga) divisi yang berhubungan dengan tujuan
penelitian ini yaitu divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi
pengembangan.
a. Pendistribusian/Penyaluran13
Divisi pendistribusian menempati posisi setelah divisi pengumpulan. Artinya,
divisi pendistribusian melaksanakan tugasnya ketika divisi pengumpulan sudah
melaksanakan tujuannya yaitu mengumpulkan dana zakat dari para muzakki.
Sehingga rencana program pada divisi pendistribusian juga merupakan bagian dari
rencana divisi pengumpulan.
Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo dalam melakukan
penyaluran dana zakat yang telah terkumpul tidak keluar dari ketentuan agama,
seperti yang diutarakan oleh Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten
Wajo bahwa pihak pengurus BAZDA Kabupaten Wajo dalam pembagian penyaluran
zakat selalu berpedoman dan tidak keluar dari yang termasuk asha>bu sama>ni
(delapan kelompok). Namun, kebijakan pengurus ialah lebih memfokuskan diberikan
12Sondang P. Siagian, op. cit., h. 81.
13Tugas seksi pendistribusian ialah: 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon
mustahiq; 2) Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing; 3)
Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya; 4)
Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan; 5)
Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada
bendahara. Lihat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Wajo, Tuntunan Praktis Zakat dan
Pengelolaannya (Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Wajo, 2009), h. 29.
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dana zakatnya untuk kelompok fakir miskin kemudian baru diberikan kepada yang
berhak lainnya seperti kepada a>mil dan bantuan-bantuan sosial lainnya.14
Dalam teknis pendistribusiannya, dana zakat yang disalurkan kadang berupa
uang tunai secara langsung atau biasanya juga berupa barang seperti beras, pakaian
bekas dan kadang juga kedua-duanya (uang sekaligus barang). Seperti yang
diungkapkan oleh Sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo
bahwa biasanya pengurus membagi 25 kg beras atau 1 karung/keluarga yang
harganya sekitar Rp. 150.000,-, jadi mustahiqnya di panggil dan dikumpulkan di
masjid pada tiap kecamatan kemudian dibagi dalam bentuk sembako khususnya
beras.15
Lebih lanjut, dikatakan bahwa biasa ada perorangan dan juga organisasi
melalui permohonan proposal yang hampir tiap bulan dan dilayani sesuai dengan
kemampuan dana yang ada pada BAZ seperti musafir, ibnu sabil. Dana yang
diberikan yang mengajukan proposal berbentuk uang, kadang Rp. 500.000,- sampai
Rp 750.000,-. Dan waktu hari lahir Depag, ada bantuan berupa uang tunai sebanyak
Rp. 2.500.000,- juta dan pakaian bekas dan kemudian pengurus panggil mustahiqnya
yang berjumlah sekitar 50 orang yang ada di sekitar lingkup kantor Depag dan dibagi
dengan mendapatkan porsi Rp. 50.000/orang ditambah pakaian bekas.16
Ada juga kerjasama dengan ma’had Aly As’Adiyah untuk melayani masjid
yang pinggiran yang mungkin keuangannya terbatas, jadi pengurus memberikan uang
transport kepada mahasiswa yang ditunjuk oleh ma’had Aly As’Adiyah untuk
14Abunawas Bintang, Ketua BAZ Kabupaten Wajo “Wawancara” (Sengkang, 27 Februari
2012).
15Kadir Parakkasi, op. cit.
16Ibid.
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membaca khutbah di masjid tersebut. Begitu pula, disetiap kecamatan pengurus juga
membantu untuk mendirikan pengajian atau TPA yang biasanya Rp. 150.000/bulan
dan rutin tapi pendistribusiannya triwulan.17
Pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo tersebut yang berupa uang tunai secara langsung atau berupa
sembako, diperkuat oleh salah seorang mustahiq (orang miskin) bahwa dia (mustahiq/
orang miskin) sudah dua kali menerima zakat yang penerimaan pertama berupa beras
sebanyak 12 liter dan penerimaan kedua hanya selembar sarung.18
Hal yang hampir sama juga diutarakan oleh seorang mustahiq (orang miskin)
bahwa dia (mustahiq/ orang miskin) sudah dua kali menerima zakat yang penerimaan
pertama berupa uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- dan penerimaan kedua berupa
beras.19 Dengan penerimaan yang diterima mustahiq pertama yang hanya berupa
beras sebanyak 12 liter dan selembar sarung, maka si penerima (mustahiq) hanya
cukup untuk konsumtif (habis pakai). Begitu pula, apa yang diterima oleh mustahiq
kedua yang hanya menerima uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- dan beras, juga
hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsumsi) yang tidak dapat digunakan
untuk didayagunakan yang lebih produktif.
Dalam teknis pendistribusiannya, periode waktu yang digunakan oleh Badan
Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo ialah bulanan (permohonan berupa
proposal), triwulan (guru mengaji/TPA), menjelang bulan ramadan (fakir/miskin) dan
pengkondisian berdasarkan kejadian tertentu (kecelakaan, banjir, kebakaran dan lain-
17Ibid.
18Cunggu, Pekerjaan tidak tetap (PTT) “Wawancara” (Sengkang, 26 Februari 2012).
19Nur Alam, Buruh Kasar “Wawancara” (Sengkang, 27 Februari 2012).
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lain). Perbedaan periode waktu yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini
karena disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing mustahiq dan dana
yang akan disalurkan.
Meskipun sebagian besar ulama seperti Imam Ma>lik, Syafi>’i, Ahmad dan
Jumhur ulama mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dengan segera khususnya
untuk fakir miskin namun zakat itu dikeluarkan untuk menutupi kebutuhannya,
sehingga kalau tidak wajib dengan segera maka tidak akan tercapai dengan sempurna
maksud diwajibkannya.20
Menurut Syamsuddin Ramli “Baginya boleh mengakhirkan zakat karena
menunggu orang yang lebih membutuhkan dan lebih bermanfaat atau menunggu
kerabat dan tetangga karena mengakhirkan dalam keadaan ini tujuannya jelas yaitu
ingin mendapatkan keutamaan. Akan tetapi ia bertanggungjawab apabila hartanya
rusak dalam masa mengakhirkan itu karena atas pilihannya sendiri. Dengan demikian,
maka kebolehan mengakhirkan itu disertai syarat selamat akibatnya. Begitu pula
menurut Ibnu Quda>mah mensyaratkan kebolehan mengakhirkan zakat karena
kebutuhan itu adalah dalam keadaan jumlahnya sedikit, apabila banyak maka tidak
boleh.21
Hal yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo
dalam mengantisipasi kerusakan atau hilangnya dana zakat itu ialah dengan
menyimpan dana zakat itu di lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Wajo yaitu di
Bank Pembangunan Daerah (BDP) Syariah dan BMT. Hal yang sama juga pernah
20Yusuf Qarda>wi, Fiqh}uz-Zakat, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin.
Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis
(Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), h. 810.
21Ibid., h. 817.
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terjadi pada periode zaman Rasulullah saw. dan khalifah-khalifah selanjutnya yaitu
menyimpan sumber-sumber pemasukan negara seperti zakat dan pemasukan lainnya
di Baitul Ma>l.
b. Pendayagunaan/ Pemberdayaan22
Pendayagunaan zakat dapat dilihat dari tiga hal: Pertama, kemampuan yang
mengandung arti bahwa kemampuan amil untuk mendatangkan manfaat zakat yang
sebesar-besarnya terhadap mustahiq; Kedua, proses yang mengandung arti bahwa
amil harus menggunakan seminimal mungkin sumber-sumber daya zakat dalam
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahiq; Ketiga, hasil yang
mengandung arti bahwa amil harus meorientasikan zakat untuk memberikan hasil
yang maksimal pada kepentingan mustahiq.23
Pendayagunaan zakat ini lebih mengarah pada pemberian zakat kepada
mustahiq untuk membuka usaha yang produktif. Artinya, zakat yang diberikan bukan
dalam bentuk pemberian yang hanya sekali pakai atau hanya untuk memenuhi
konsumsi para mustahiq, tetapi diharapkan dapat membuka lahan ekonomi yang
memberi manfaat berkelanjutan bagi mustahiq sehingga nantinya dapat merubah
statusnya dari mustahiq (yang menerima) kepada status sebagai muzakki (pemberi).
22Tugas seksi pendayagunaan ialah: 1) Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan
lainnya; 2) Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan; 3) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan
kepada bendahara; 4) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk
usaha produktif; 5) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif; 6) Menyalurkan dana
produktif kepada mustahiq; 7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan
tanda bukti penerimaan kepada bendahara; 8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan
lainnya untuk usaha produktif; 9) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua. Lihat Badan
Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Wajo, op. cit., h. 29-30.
23Hamzah Hasan Khaeriyah, Ekonomi Islam: Kerangka & Instrumen Ekonomi Zakat serta
Wasiat (Cet. III; Jakarta:LeKAS, 2011), h. 53.
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Program untuk pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo baru sebatas pada pemberian modal kepada para petani, seperti yang
diungkapkan oleh Sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo
bahwa zakat yang produktif ialah pemberian bantuan ke kelompok tani untuk usaha
pertaniannya dan sudah bergulir sekitar 8 tahun. Prosedurnya, pengurus minta kepada
kelompok-kelompok tani untuk mendaftarkan nama-namanya yang dilengkapi
dengan identitas KTP, mengajukan permohonan (melengkapi formulir yang diberikan
oleh BAZ) dan dilayani sesuai dengan kemampuan yang ada di BAZ.24
Bantuan yang diberikan kepada setiap kelompok petani sebanyak Rp.
10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,- juta dengan catatan bahwa setelah mereka
panen, uang yang telah diberikan oleh BAZ dikembalikan dan para petani
mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Jadi bantuan yang diberikan oleh BAZ tidak
ada pengenaan bunga dan tidak ada untung yang diambil.25
Namun pemberian bantuan modal yang diberikan kepada kelompok tani
tersebut, sebagian besarnya diambil dari pos dana infak. Seperti pengakuan dari
Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo bahwa untuk pemberian
bantuan kepada petani diambil dari dana infak. Sekitar 40 petani telah dibantu dan
sesudah panen, mereka kembalikan modalnya diikuti dengan zakatnya.26
Pemberian modal bantuan kepada kelompok-kelompok tani ini, dalam istilah
ekonomi lebih dikenal dengan qard{ul h{asa>n yaitu pinjaman secara sukarela yang
semata-mata ditujukan untuk membiayai kegiatan yang bersifat sosial dan
24Kadir Parakkasi, op. cit.
25Ibid.
26Abunawas Bintang, op. cit.
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kemanusiaan, sehingga sifatnya saling membantu dan bukan transaksi mencari
keuntungan atau komersil.
Biasanya juga ada pedagang-pedagang kecil yang dibantu dalam pemberian
modal tapi pengurus terkendala pada pendampingan sehingga pada umumnya para
pedagang yang diberi bantuan kadang tidak bisa mengembangkan usahanya karena
memang kemampuan orangnya sangat terbatas dan resikonya dana yang telah
diberikan tidak kembali. Tapi kami dari pengurus tidak menuntut agar supaya dana
yang diberikan harus dikembalikan karena apa yang diberikan sebenarnya hak
mereka.27
Dengan demikian, kendala utama yang dirasakan pada Badan Amil Zakat
(BAZ) Daerah Kabupaten Wajo untuk mengembangan pendayagunaan dana zakat ini
yaitu tidak adanya semacam pelatihan atau pendampingan terhadap penyaluran zakat
yang diberikan kepada para mustahiq.
c. Pengembangan28
Pengembangan dalam pengelolaan zakat yang dimaksud ialah menyusun
suatu rencana untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan
zakat, mulai dari pengumpulan sampai pada pendayagunaan zakat.
Pengembangan dalam pengumpulan zakat ialah membuat suatu rencana agar
supaya hasil pengumpulan zakat yang diterima pada Badan Amil Zakat, baik dari
tingkat nasional sampai tingkat kecamatan yang selama ini belum terserap secara
27Kadir Parakkasi, op. cit.
28Tugas seksi pengembangan ialah: 1) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan
pembinaan dana zakat dan lainnya; 2) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah
sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat; 3) Menerima dan memberi pertimbangan,
usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial; 4)
Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua. Lihat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten
Wajo, op. cit., h. 30.
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optimal sesuai dengan potensi zakat yang seharusnya dengan kenyataan yang ada
disetiap pengelolaan zakat.
Di Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo dalam hal hasil
pengumpulan zakat yang diterima, sebagian besar berasal dari zakat hasil profesi
pegawai-pegawai di instansi-instansi yang berada dilingkup pemerintahan Kabupaten
Wajo. Hal ini diakui oleh Sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten
Wajo bahwa BAZDA Kabupaten Wajo sampai saat ini banyak terkendala dalam hal
pengumpulan, pihak BAZ Kabupaten hanya menerima zakat yang berasal dari zakat
hasil profesi pegawai dan itupun hanya sampai tingkat Kabupaten.29
Dalam hal pendayagunaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo banyak mengalami kendala pada keterbatasan dana zakat yang
terkumpul dan kurang profesionalnya para anggota pengurus dalam menjalankan
tugasnya masing-masing. Pendayagunaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat
(BAZ) Daerah Kabupaten Wajo sampai saat ini baru pada bantuan untuk kelompok
tani dalam pengembangan hasil pertaniannya dan itupun dananya sebagian besar
diambil dari dana infak.
3. Pelaksanaan
Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas
lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.30
29Kadir Parakkasi, op. cit.
30Departemen Agama RI, op. cit., h. 78.
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Pendistribusian dana zakat dilaksanakan berdasarkan program kerja  pengurus
BAZ tahun 2009-2010 dengan tanpa menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan
agama, dana zakat yang disalurkan pada tahun 2010 sebanyak Rp.731.968.235,-
(Tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus
tiga puluh lima rupiah), adapun peruntukannya sebagai berikut:31
a. Fakir Miskin
Mustahiq komponen pertama dan kedua menurut Alquran adalah fakir miskin,
sehingga pengurus menjadikan perhatian utama pada penanggulangan kebutuhan
fakir  miskin.
Dalam pada itu, zakat sebagai ibadah mempunyai dimensi dan fungsi sosial
atau pemerataan karunia Allah swt. atau perwujudan solidaritas sosial. Harapannya,
dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat kemiskinan berupa penyakit sosial
seperti pencurian, perampokan  dan sebagainya dapat diminimalisir bahkan
dihilangkan sama-sekali.
Pada tahun 2010 telah disalurkan dana untuk golongan ini sebanyak Rp.
110.670.000,- (Seratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ) atau 13.65
% dari total pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2 Pengeluaran untuk Fakir Miskin
31Data berasal dari laporan tahunan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo untuk
tahun 2010.
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No Peruntukan Banyaknya keterangan
1 Fakir Miskin Rp. 37. 050.000 Melalui BAZ
2 Fakir Miskin Rp. 62.900.000 Melalui UPZ
3 Korban Banjir Rp. 10.720.000 BAZ/UPZ
Jumlah Rp.110.670.000
b. Muallaf, Ibnu sabi>l dan Fi>sabilillah (Beasiswa dan Kegiatan Keagamaan)
Salah satu golongan yang ditetapkan ajaran Islam untuk mendapatkan bagian
zakat adalah Muallaf, Ibnu sabi>l  dan Fi>sabilillah. Dana yang disalurkan untuk
golongan ini sebanyak Rp. 139.177.000,- (Seratus tiga puluh sembilan seratus tujuh
puluh tujuh ribu rupiah) atau 20.48 % dari total pengeluaran, dalam hal ini Pengurus
BAZDA menyalurkan pada:
1) Muallaf, dana Zakat disalurkan untuk Golongan ini sebanyak Rp. 9. 500.
000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
2) Pembinaan Taman Pendidikan Alquran/Qari’- Qari’ah di 14 lokasi (1 lokasi
tiap kecamatan) tahun 2009/ 2010, dana yang dikeluarkan untuk kegiatan ini
sebanyak Rp. 32.500. 000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus rupiah).
Tabel 3 Nama-nama TPA Binaan BAZ Kabupaten Wajo
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No Nama TPA Nama Pembina Alamat Kecamatan
1. TPA Al-Jihad Drs. H. Sulaiman
Jl. A. Kollo Kel.
Bulete
Pitumpanua
2.
TPA Daarut
Tauhid
Arasmi Desa Watampanua Pammana
3. TPA Nurul Ilmi Zainal Abidin
Jl. Poros Sengkang –
Soppeng Kel. Sompe
Sabbangparu
4.
TPA
Baiturrahman
Muhammad Rezki
Jl. Benteng Luwu
Desa Alewadeng
Sajoanging
5.
TPA Iqra’ Nurul
Belawa
Jusman, S.Pd.I Tippulu Desa Sappa Belawa
6. TPA Al-Irsyad
Muhammad
Nawawi, A.Ma.Pd
Jl. Nusantara Peneki
Kel. Peneki
Takkalalla
7.
TPA Nurul
Taqwa
M. Ikbal Desa Pattangnga Bola
8.
TPA Nurul
Hafizah Hasanah
Masse Jamaluddin
Jl. K.H.Muh. As’ad
Doping
Penrang
9. TPA Imaduddin
Hj. St.Saodah,
A.Ma
Jl. A. Kile Kel
Tancung
Tanasitolo
10. TPA Nurul Iman Mas Intang
Jl.S.Anak Koda desa
paselloreng
Gilireng
11. TPA Al-Ikhlas KM. Arding, JL. Poros Makassar- Keera
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Ballere S.HI,S.Pd.I Palopo Kel. Ballere
12. TPA AL-Amin Sitti Arafah
Lakadaung Kel.Dua
Limpoe
Maniangpajo
13.
Taman
Pendidikan
Tilawah Nurul
Ikhlas
Abd. Syakur Mattuppuan Kel. Paria Majauleng
14.
TPA Sirajul
Mu’minin
Bulupabbulu
Hj. Syahriyani
Arif
Jl. Bau Baharuddin
Bulupabbulu
Tempe
3) Pembinaan Imam dan Khatib Masjid Lipososs, dana yang disalurkan
sebanyak Rp. 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
4) Membentuk/mendanai kegiatan Majelis Taklim sebanyak Rp. 11.600.000,-
(Sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
Tabel 4 Majelis taklim binaan BAZ meliputi 14 Kecamatan
No Kecamatan Nama Majelis Taklim Ket
1
2
3
4
5
6
7
Tempe
Tanasitolo
Tanasitolo
Tanasitolo
Sabbangparu
Bola
Takkalalla
Majelis Taklim al-Muhajirin Lapatokka
Majelis Taklim Raodah
Majelis Taklim Al-Mubarak
Majelis Taklim Al-Muhajirin Piampo
Majelis Taklim Taqwa Salojampu
Majelis Taklim Al-Muamanah
Majelis Taklim Al-Muttaqin Soro Utara
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Penrang
Sajoanging
Sajoanging
Sajoanging
Pitumpanua
Keera
Maniangpajo
Gilireng
Majauleng
Belawa
Majelis Taklim Baitul Rahmat Totibang
Majelis Taklim Masjid Jami’ nurul Falaq
BKMT Khairunnisa
BKMT Nurul Iman Kel. Akkajeng
Majelis Taklim Nurul Falah Kaluku
Majelis Taklim Inrello
Majelis Taklim BKPRMI/Nurul Amin
Majelis Taklim Masjid Al-Inayah
Majelis Taklim Nurul Falaq
Majelis Taklim Masjid Al-Irsyad
5) Memberikan bantuan Pendidikan, pada tahun 2010 sebanyak Rp. 26.320.
000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
6) Memberikan bantuan/mendanai kegiatan khutbah jum’at pada Masjid
terpencil kerjasama dengan Ma’had Aly. dana yang dikeluarkan sebanyak Rp.
23.500.000 ( Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
Tabel 5 Nama-nama masjid yang khatibnya didanai oleh BAZ
No Nama Masjid Desa/kel. Kecamatan
1
2
3
4
5
6
7
Masjid Al-Sadar
Masjid nurul Ikhlas
Masjid Nurul Al-Mujahidin
Masjid Nurul Yakin
Masjid Al-Muhajirin Lapatokka Indah
Masjid Jabal Nur Caleko
Masjid Nurul Ilahi Pammera
Atakkae
Tomodi
Pallae
Tonronge
Atakkae
Bulu Wage
Walennae
Tempe
Tanasitolo
Tempe
Tempe
Tempe
Sabbangparu
Tempe
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8
9
10
11
12
13
Masjid Al-Irsyad Canru
Masjid Syuhada Cellamata
Masjid Baiturrahim
Masjid Al-Mujahidin
Masjid At-Taubah
Masjid Nurul Huda
Walennae
Malluse Salo
Data Orai
Dori-dori
Tobatang
Tobatang
Tempe
Sabbangparu
Tempe
Pammana
Pammana
Pammana
7) Memberikan Bantuan Keagamaan/Sosial yang bersifat insedentil, dana yang
dikeluarkan sebanyak Rp. 31.857.000 (Tiga puluh satu juta delapan ratus
lima puluh tujuh ribu rupiah).
c. A<mil
Sebagaimana diketahui bahwa A<mil (Pengelola Zakat) juga disebutkan
dalam Alquran sebagai golongan yang berhak mendapat bagian zakat, pada tahun
2010 dana zakat yang dikeluarkan untuk golongan ini sebanyak Rp. 30.550.000,- (
Tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) atau 4.17 %. dari total
pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 6 Pengeluaran untuk Pengelola Zakat
No Peruntukan Satuan Banyaknya
1 Pengelola dan Tim Sosialisasi Rp.22.750.000
2 Tenaga Honorer Rp. 325.000,- x 2 x 12 Rp. 7.800.000
Jumlah Rp.30.550.000
d. Biaya Operasional.
Dalam rangka menjalankan roda organisasi dan untuk merealisasikan program
yang telah ditetapkan, maka pengurus memanfaatkan dana sebesar Rp. 16.618.235 ,-
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(Enam belas juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)
atau 2.27 % dari total pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7 Pengeluaran untuk Operasional BAZ
No Peruntukan Banyaknya Ket.
1 Pajak dan Administrasi Bank Rp. 1. 321.607
2 ATK dan Foto Copy Rp. 3. 961.628
3 Operasional Rp. 850.000
4 Servis dan Operasional Mobil BAZ Rp 10. 321.607
Jumlah Rp. 16.618.235
e. Pengembangan Zakat
Paradigma baru dalam pengelolaan zakat adalah pengembangan zakat. Zakat
harta muzakki dapat terus berkembang atau digulirkan kepada mustahiq yang lain,
sehingga nilai harta zakatnya akan semakin bertambah.
Pada tahun 2010, pengurus memberikan modal, dan meminjamkan dana tanpa
bunga kepada mustahiq yang memiliki keterampilan dan jiwa wirausaha, dengan
harapan modal tersebut dapat dikembangkan sehingga secara bertahap predikat
sebagai mustahiq akan berubah menjadi muzakki, dalam hal ini, pengurus
mengunakan dana zakat sebanyak Rp. 357.700.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh
ribu tujuh ratus ribu rupiah) atau 48.87 %  dari total pengeluaran.
f. Biaya Pembangunan Kantor
Dalam rangka menjalankan roda organisasi dan untuk merealisasikan program
yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu adanya Kantor Sekretariat BAZ yang
mana selama ini sekretariat BAZ menumpang di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Wajo. Adapun dana yang dipergunakan pada pembangunan Kantor tahap
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I dan II adalah dana Infaq Jamaah Haji tahun 2010, dalam hal ini pengurus
memanfaatkan dana sebesar Rp. 77.253.000 ,- (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima
puluh tiga ribu rupiah) atau 10.56 %
Dengan demikian pengeluaran tahun 2010 adalah sebagaimana pada tabel
berikut:
Tabel 8 Rincian Pengeluaran Tahun 2010
No Peruntukan Banyaknya Persentase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fakir Miskin
Muallaf, Ibnu Sabil dan Fisabilillah
(Bantuan Kegiatan Keagamaan)
Pengelola Zakat
Biaya Operasional
Pengembangan Zakat
Biaya Pembangunan Kantor
Rp. 110.670.000
Rp. 139.177.000
Rp. 30.550.000
Rp. 16.618.235
Rp. 357.700.000
Rp. 77.253.000
13.65  %
20.48  %
4.17 %
2.27  %
48.87 %
10.56 %
Jumlah Rp. 731.968.235 100 %
Dari tabel rincian pengeluaran di atas tampak terdapat ketidakmerataan
pendistribusian dan yang menjadi sebab ketidakmerataan ialah:
a. Pos penerimaan dana yang diterima oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo bukan hanya berasal dari dana zakat tetapi juga berasal dari dana
infak dan dana bagi hasil.
b. Dana zakat yang terkumpul sudah disalurkan sesuai dengan peruntukannya yaitu
kepada yang termasuk delapan kelompok.
c. Besarnya porsi dana yang disalurkan untuk kelompok muallaf, ibnu sabi>l dan
fi>sabillah daripada kelompok fakir miskin karena orang-orang yang termasuk
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bagian dari kelompok muallaf, ibnu sabi>l dan fi>sabillah sebagian besarnya juga
orang-orang fakir miskin.
d. Porsi untuk pinjaman modal usaha lebih banyak diambil dari dana infak.
Persoalan tentang menyamaratakan pembagian zakat, menurut Yusuf
Qarda>wi yang diambil dari berbagai pendapat para fuqaha> ialah:32
a. Mestilah dibagikan pada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan
semua sasaran ada, kebutuhan sama atau hampir sama.
b. Mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan
bagian yang besar, makanya tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran
dalam pemberiannya.
c. Diperbolehkan memberikan semua zakat tertuju pada sebagian sasaran tertentu
saja untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara’ dan bukan
berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu dan dengan tidak merugikan
sasaran atau pribadi lain.
d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama yang harus
menerima zakat karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan
utama dari zakat.
e. Hendaknya menentukan batas yang paling tinggi yang diberikan kepada petugas
yang menerima dan membagikan zakat itu ialah 1/8 (12,5% tiap kelompok) dari
hasil zakat.
f. Apabila harta zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar,
maka dalam keadaan demikian itu diberikan pada satu sasaran saja karena
32Yusuf Qarda>wi, op. cit., h. 670-672.
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membagikan harta yang sedikit untuk sasaran yang banyak, sama dengan
menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
4. Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo, mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat bahwa Badan amil zakat memberikan laporan tahunan
pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
Laporan tahunan tersebut berisi uraian kegiatan pengurus yang berkaitan
dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh
Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo. Laporan tahunan tersebut
sekaligus menjadi bukti transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat
terhadap Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo. Dan juga
diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja pengurus Badan Amil Zakat
(BAZ) Daerah Kabupaten Wajo pada tahun mendatang.
Untuk laporan zakat, tetap ke mekanisme laporan, tiap bulan ada laporan ke
DPRD, ke Bupati, ke instansi-instansi terkait, berapa yang diterima dan berapa yang
disalurkan33. Terkait dengan laporan yang diberikan kepada instansi-instansi karena
salah satu sumber pemasukan dana zakat yang diterima di Badan Amil Zakat (BAZ)
Daerah Kabupaten Wajo adalah zakat hasil profesi dari pegawai-pegawai yang ada
dibawah naungan instansi-instansi Kabupaten Wajo.
33Kadir Parakkasi, op. cit.
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C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Manajemen Distribusi Zakat Pada
BAZDA Dalam Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Wajo
Dalam mengelola suatu institusi, lembaga dan semacamanya seperti BAZ
terutama dalam memberdayakan ekonomi umat, biasanya ada beberapa faktor
pendukung dan faktor penghambat.
1. Faktor Pendukung
a. Dalil Alquran
                    
  
Terjemahnya:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha
Mengetahui. 34
lafaz tuzakki>him yang berasal dari kata zakka bisa berarti menyucikan dan
bisa pula berarti mengembangkan. Adapun pengembangan bisa ditinjau dari dua
sumber hukum, yaitu:
1) Landasan Alquran
Allah swt. akan melipatgandakan pahala untuk orang yang menunaikan zakat
karena telah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya dan karena telah
membantu saudaranya yang membutuhkan.35 Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30:
39
34Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2005), h. 203.
35Quraish Shihab, Membumikan Alqur’an (Cet. XXI; Bandung: Mizan, 2000), h. 225. Lihat
juga Muhammad Ali Al-Shabu>ni, Shafwa al-Tafsir (Beirut: Da>r al-Fikr, 1996), h. 521.
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                          
           
Terjemahnya:
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah,
maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka
itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).36
Ayat di atas menyatakan: Siapa yang menafkahkan hartanya demi karena
Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkahkannya dengan
riya’, serta untuk untuk mendapatkan popularitas, maka ia akan kecewa bahkan rugi.
Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh dibalik
pemberiannya keuntungan materi, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak
terlarang. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni
tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar dia bertambah
bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah
pada sisi Allah, karena Dia tidak memberkatinya. Dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yakni sedekah yang suci yang kamu maksudkan untuk meraih wajah
Allah yakni keridhaan-Nya, maka mereka yang melakukan hla semacam itulah yang
sungguh tinggi kedudukannya yang melipatgandakan pahala sedekahnya¸ karena
Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena
Allah.37
36Departemen Agama RI, op. cit., h, 408.
37M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 72.
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2) Landasan Hadis
Dengan memberikan harta zakat kepada mustahiq berarti juga menumbuhkan
daya beli kepada barang-barang ekonomi. Harta zakat yang diberikan itu tentunya
akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian
pemanfaatan harta itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh muzakki tapi juga
dapat dirasakan oleh mustahiq. Dalam tinjauan ekonomis, daya beli mustahiq tersebut
dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya ekuilibrium
interaksi antara produsen dan konsumen. Pemikiran ini baru pada tahap pemanfaatan
harta zakat secara konsumtif yang sebagaimana diketahui daya beli mereka terbatas
persediaan harta zakat yang mereka dapatkan lalu bagaimana melanggengkan
ekuilibrium interaksi tersebut. Tentunya harta zakat mereka juga mereka harus
dilanggengkan yaitu dengan cara diproduktifkan.
ءﺎﻄﻌﻟا ﺮﻤﻋ ﻰﻄﻌﯾ ن ﺎﻛ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻞﺻ ﷲ لﻮﺳر نا ﮫﯿﺑا ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻢﻟﺎﺳ ﻦﻋ لﻮﻘﯿﻓ
ﺮﻘﻓأ ﮫﻄﻋأ ﻞﺑﺎﺳ ﻻو فﺮﺸﻣ ﺮﯿﻏ ﺖﻧاو لﺎﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣ كءﺎﺟ ﺎﻣو ﮫﺑ ق ﺪﺼﺗوا ﮫﻟﻮﻤﺘﻓ هﺬﺧ لﻮﻘﯿﻓ ﻲﻨﻣ
ﻚﺴﻔﻧ ﮫﻌﺒﺘﺗ ﻼﻓ ﻻﺎﻣو هﺬﺨﻓ
Artinya:
“Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw.
pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata:
‘berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku’.
Kemudian Rasulullah menjawab: ‘ambillah dan kembangkanlah
(produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta
yang dapat kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya,
maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah
engkau mengikuti hawa nafsumu’.38
38Abu Abdillah Muh{ammad bin Isma>il al-Bukha>riy, Jami’ al-S{ahih al-Bukha>riy, Juz. II
(Istanbul: Da>r al-Tiba>’ah al-Amirah, t.th.), h. 130.
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Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. mengatakan ‘maka kembangkanlah’,
maksudnya adalah sedekah yang diterima jika melebihi dari kebutuhan pokok, maka
hendaknya diproduktifkan sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat.
b. Pendapat Cendikiawan
Menurut Imam Ghaza>li, para ulama yang berpendapat bahwa orang miskin
hendaknya diberi bagian zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah yang
hasilnya cukup untuk seumur hidup adalah lebih dekat kepada kebenaran.39
Pengikut Imam Nawa>wi mengatakan bahwa kepada orang yang memiliki
keterampilan, hendaknya diberi modal untuk menjalankan suatu pekerjaan, boleh
seharga alat-alat yang dibutuhkan dan boleh pula lebih. Besar bantuan yang diberikan
disesuaikan dengan keperluan agar dari usahanya diperoleh keuntungan. Tentu
bantuan yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan
sifat perorangan.40
Yusuf al-Qarda>wi menyatakan bahwa negara Islam boleh membangun
pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dan sebagainya, kemudian dijadikan milik
orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian, usaha yang dimiliki
dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka.
Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang
lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka.41
Menurut M. Amin Azis, pendayagunaan  harta zakat dan infak hendaknya
diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan
39Abu H{amid al-Ghaza>li, Ihya ‘Ulu>m al-Di>n, Jilid I (Beirut: Da>r al-Fiqr, t.th.), h. 207.
40Yusuf Qarda>wi, Fiqh al-Zakat (Cet. XX; Beirut: Muassasah ar-Risa>lah, 1991), h. 567.
41Ibid.
96
menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, santunan bagi yatim
piatu, beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, membantu pengusaha lemah,
membebaskan umat (pengusaha kecil dan petani) dari cengkraman ijon dan riba, juga
bagi kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan untuk kegiatan dakwah Islam
lainnya.42
Beberapa pendapat yang telah dirumuskan oleh para cendikiawan itu dapat
disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang pengembangan zakat untuk
produktif secara konseptual. Perbedaan pendapat hanya terletak pada tataran teknis
yaitu dengan sistem apa pengembangan zakat produktif diterapkan. Kalau dengan
sistem hibah yang notabene tidak ada kewajiban untuk mengembalikan harta zakat,
maka para cendikiawan telah sepakat untuk membolehkannya. Akan tetapi kalau
pengembangan zakat produktif diterapkan dengan menggunakan sistem lain seperti
muda>rabah43 dan mura>bah{ah44 yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan
harta zakat, maka para cendikiawan berbeda pendapat. Demikian pula halnya,
terdapat perbedaan pendapat jika pengembangan harta zakat diproduktifkan dengan
digunakan sebagai modal usaha yang dikelola oleh amil meskipun keuntungan
diberikan kepada para mustahiq.
42M. Amin Azis, Nilai-nilai Pengembangan Ekonomi Islam dan Perbankan, dalam buku
bunga rampai Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari’ah, ed. Baihaqi, Abd. Majid dan
Saifuddin A. Rasyid (Jakarta: PINBUK, 2000), h. 160.
43Muda>rabah ialah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (s}a>hib al-ma>l) dan
pihak pengelola dana (mud}a>rib). Lihat Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Jakarta: PT
Elex Media Komputindo, 2009), h. 284.
44Mura>bah{ah ialah jual beli barang pada harga asal (harga pokok) dengan tambahan
keuntungan yang disepakati. Lihat Ibid., h. 61.
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c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat ini lahir dengan beberapa pertimbangan yaitu: 1) bahwa negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) bahwa
menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan
syariat Islam; 3) bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; 4) bahwa dalam rangka
meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga
sesuai dengan syariat Islam; 5) bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan
hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti; 6) bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.
Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Tentang Pengelolaan zakat
tersebut yang menjadi poin penting menurut penulis adalah poin 3, 4 dan 5:
Pada poin tiga (3) dinyatakan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan
yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Poin ini
menurut penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang
pada umumnya memahami dan mengamalkan perintah zakat hanya sebagai ibadah
kepada Allah swt. semata (ibadah mahd}ah), sehingga jauh dari konteks dan
tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta
sebagai amanah dari Allah swt. kepada manusia.
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Permasalahan ini dapat dirasakan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat
yang masih sangat memprihatinkan dengan melihat angka kemiskinan dan
kesenjangan sosial lainnya di kalangan umat Islam di Indonesia yang masih cukup
tinggi.
Pada poin empat (4) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna
dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.
Poin ini menurut penulis memberi penekanan kepada para wajib zakat atau muzakki
agar tidak menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para mustahiq tetapi
menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat untuk dikelola lebih lanjut
dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna zakat itu sendiri.
Problematika seperti ini juga yang diutarakan oleh Ketua Badan Amil Zakat
(BAZ) Daerah Kabupaten Wajo bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluarkan
zakatnya secara langsung kepada sasaran seperti guru mengaji, Imam masjid ataupun
kyai setempat.45 Akibatnya, pengelolaan zakat di BAZDA Kabupaten Wajo belum
dapat dioptimalkan untuk lebih berdayaguna.
Pada poin lima (5) bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam
masyarakat, sehingga perlu diganti. Poin ini menurut penulis berangkat dari dua (2)
permasalahan yaitu: 1) diakui bahwa selama berlakunya Undang-Undang pengelolaan
zakat ini belum memberikan hasil yang maksimal bagi pemerintah berupa
pengentasan kemiskinan dan persoalan sosial lainnya. Begitu pula bagi masyarakat
berupa kehidupan yang lebih layak sehingga tidak bisa mengharapkan bantuan zakat
untuk memenuhi kehidupan bagi mereka (mustahiq); 2) adanya benturan dualisme
45Abunawas Bintang, op. cit.
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kepengurusan pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diwakili oleh
BAZNAS sampai tingkat kecamatan dan juga kepengurusan pengelolaan zakat
dibentuk atas nama masyarakat yang diwakili oleh lembaga amil zakat (LAZ) yang
dianggap lebih profesional seperti Rumah Zakat, Dompet Dhuafa dan lain-lain.
Dengan adanya undang-undang pengelolaan zakat yang baru ini menjadi
harapan agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini pula yang diutarakan
oleh Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo bahwa Undang-
Undang zakat yang baru nanti ini, tidak ada lagi yang diperkenankan menerima dan
menyalurkan zakat, organisasi manapun seperti Muhammadiyah dan As’Adiyah,
harus semuanya ke BAZ.46 Begitu pula yang jadi harapan oleh Sekretaris Badan Amil
Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo bahwa mudah-mudahan nanti setelah
keluarnya undang-undang zakat yang baru ini, pengurusnya yang profesional bisa
mengembangkan zakat ini.47
d. Pemerintah Daerah
Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa pembentukan badan amil zakat daerah
Kabupatenatau daerah kota oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten atau Kota.48 Begitu pula dalam Pasal 15 ayat 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat bahwa BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
46Ibid.
47Kadir Parakkasi, op. cit.
48Departemen Agama RI, Undang-Undang, h. 5.
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Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah atau bupati/walikota harus ikut andil
dalam pembentukan badan amil zakat (BAZ) daerah, karena tidak menutup
kemungkinan seorang bupati/walikota berseberangan dengan tokoh-tokoh
masyarakat, ulama yang merupakan orang yang akan diusulkan menjadi bagian dari
kepengurusan pengelola zakat, akibatnya lembaga pengelola zakat yang akan
dibentuk menjadi terbengkalai.
Lebih lanjut mengenai peran dari seorang bupati/walikota ialah bahwa pada
umumnya salah satu sumber penerimaan zakat di Badan Amil Zakat di daerah berasal
dari penghasilan pegawai-pegawai yang berada dilingkup instansi pemerintah daerah
setempat dan tak terkecuali yang terjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten
Wajo. Seperti yang diutarakan oleh Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap BAZ, sudah ada tapi
belum maksimal seperti zakat hasil profesi itu yang dari pegawai-pegawai karena
Kita (BAZ) tidak bisa masuk diinstansi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah dan
memang ada peraturan, jadi semacam Surat Keputusan (SK) dari bupati kepada
instansi-instansi.49
e. Masyarakat setempat
Potensi zakat di Kabupaten Wajo secara makro dengan melakukan
perhitungan matematika secara sederhana lumayan besar. Jika jumlah penduduk
Kabupaten Wajo tahun 2010 sebanyak 386.073 jiwa dan hampir 99,4 persen
beragama Islam jadi sebanyak 383.757 jiwa. Diasumsikan jika 10 persen saja dari
penduduk Muslim tersebut dikategorikan sudah memiliki nis}ab dalam membayar
49Abunawas Bintang, op. cit.
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zakat pendapatan atau sekitar 38.376 jiwa penduduk. Mereka diasumsikan memiliki
penghasilan Rp. 2.000.000,- perbulan, dengan demikian potensi zakat:
38.376 x (Rp. 2.000.000,- x 2,5%) =  Rp. 1.918.800.000 ( selama 1 bulan)
Rp. 1.918.800.000 x 12 bulan =  Rp. 23.025.600.000 pertahun
Sungguh satu angka yang cukup signifikan untuk menunjang pertumbuhan
ekonomi dan dapat sedikit mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Wajo jika
diberdayagunakan untuk usaha produktif secara maksimal.
Namun belum adanya berupa sanksi dari pemerintah yang diberikan kepada
para wajib zakat (muzakki) ketika tidak mengeluarkan kewajiban hartanya, maka
para pengurus zakat khususnya Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Wajo tidak
memiliki kekuatan hukum dan hak untuk memaksa para wajib zakat membayar
zakatnya melalui pengelola zakat. Oleh karena itu, semua berangkat dari kesadaran
masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya dan mempercayakan kepada Badan Amil
Zakat untuk mengelolanya.
2. Faktor Penghambat
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi.
Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan
manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi
manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/ organisasi.50
Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga, karena sangat
menentukan keberhasilan suatu profesi termasuk pengelolaan zakat. Pengelolaan
50Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Isu
Penelitian (Bandung: Alfabet, 2008), h. 8.
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zakat yang saat ini mengalami perubahan paradigma, dari paradigma tradisional
menuju paradigma modern sesuai tuntutan perubahan zaman, tentunya harus
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Ciri dari paradigma modern
antara lain bahwa pengelolaan zakat bukan lagi dipandang sebagai pekerjaan
sampingan, melainkan sebagai pekerjaan yang menuntut suatu profesi dan dikerjakan
penuh waktu, pengelolanya digaji secara layak, sehingga dapat mencurahkan segala
potensinya untuk mengelola zakat dengan penuh rasa tanggungjawab yang dilakukan
secara profesional.
Dalam pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
1999 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat
terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.51
Namun pada umumnya para pengurus Badan Amil Zakat dari tingkat nasional sampai
tingkat kecamatan yang diangkat mulai dari dewan pengawas, badan pelaksana
maupun komisi pengawas adalah mereka yang sudah memiliki pekerjaan pokok
sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang notabenenya juga merupakan pegawai dari
unsur pemerintah.
Permasalahan tersebut mengakibatkan para pengurus Badan Amil Zakat yang
diangkat untuk mengelola zakat tidak dapat bekerja secara maksimal untuk
mengurusi kepengelolaan zakat. Hal seperti ini juga diakui oleh Sekretaris Badan
Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten bahwa para pengurus yang ada di
kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo adalah mereka
51Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat
setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah,
adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 5 dan h.
16.
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yang memiliki tugas pokok yang lain selain dikepengurusan pengelolaan zakat, oleh
karenanya mereka tidak dapat bekerja secara maksimal atau tidak profesional.52
Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut penulis bahwa setidaknya
orang-orang yang diangkat sebagai pengurus zakat untuk mengelola zakat agar
supaya dapat bekerja secara maksimal, setidaknya harus memiliki tiga karakter yaitu
amanah, profesional dan transparan.
Amanah dalam arti memiliki sifat jujur, dapat dipercaya dan bertanggung
jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang
harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Sebaik apapun sistem ekonomi yang ada, akan
hancur juga jika pelakunya tidak memiliki sifat amanah. Terlebih dana yang dikelola
oleh pengelola zakat itu dana umat.
Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara
pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban tugas tertentu
dan dilaksanakan secara penuh waktu, penuh kreativitas dan inovatif.
Transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan dengan menyertakan
semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan
transparannya pengelolaan zakat, maka dapat diciptakan suatu sistem kontrol yang
baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, melainkan juga
melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki dan masyarakat luas.
b. Keterbatasan Dana Zakat
52Kadir Parakkasi, op. cit.
104
Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat dinyatakan bahwa persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk
usaha yang produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar secara ekonomi terhadap
para mustahiq delapan kelompok sudah terpenuhi dan kelebihan zakat dari
pemenuhan kebutuhan dasar para mustahiq itulah kemudian dapat digunakan untuk
pendayagunaan untuk usaha yang produktif.53
Dengan perbandingan antara dana zakat yang terkumpul di badan amil zakat
(BAZ) daerah Kabupaten Wajo pada tahun 2010 sebanyak Rp.767.064.733,- (Tujuh
ratus enam puluh tujuh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga
rupiah) dengan peruntukannya54 kepada para mustahiq dalam memenuhi kebutuhan
dasar bagi mereka, maka penyaluran untuk usaha yang produktif sulit untuk
terpenuhi.
Hal ini pula yang diutarakan oleh Sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo bahwa untuk pendayagunaan yang produktif ini sangat terbatas
karena memang aturan yang menghendaki, produktif itu dana lebih yang kita anggap
sampai saat ini tidak pernah cukup.55
Dari jumlah penerimaan tahun 2010 sebanyak Rp. 767.064.733,- ( Tujuh ratus
enam puluh tujuh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
Dapat dirinci menurut sumbernya sebagai berikut:
Tabel 9 Rincian Penerimaan Periode 2010
53Departemen Agama RI, op. cit., h. 35.
54Untuk rincian peruntukannya, sudah dipaparkan sebelumnya di bagian bab IV sub bab b.
55Kadir Parakkasi, op. cit.
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NO PEMASUKAN BANYAKNYA PROSENTASE
1.
2.
3.
4.
5.
Infaq Haji Tahun 2010
Zakat Hasil Profesi
Pengembalian dana Bergulir/Pinjaman
Basil di BPD , BPD Syari’ah dan BMT
Infaq/Bagi Hasil Usaha
Rp.    83.000.000
Rp.  312.699.499
Rp.  340.766.666
Rp. 10.498.568
Rp.    20.100.000
10.82%
40.77 %
44.42 %
1.37 %
2.62 %
Jumlah Rp. 767.064.733 100 %
Menurut penulis, untuk mengatasi persoalan keterbatasan dana yang dialami
oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo ialahbekerjasama dengan
pemerintah daerah agar supaya membuat peraturan mengenai sanksi untuk
diberlakukan kepada para wajib zakat (muzakki) yang melanggar dalam hal tidak
melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat.
c. Problema pendistribusian zakat
Problema pendistribusian zakat yang penulis maksud ialah bahwa dalam
proses pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo tersebut tidak ada tindaklanjut mengenai manfaat yang dirasakan
oleh para mustahiq setelah mereka menerima zakat dari pihak pengelola zakat. Pihak
pengelola zakat hanya sampai pada sekedar menyalurkan zakat saja tanpa ada
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasahan sosial yang
dirasakan oleh para mustahiq seperti kegunaan zakat yang dibagikan dan kecukupan
untuk memenuhi kebutuhan pokok para mustahiq.
Metode pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat (BAZ)
Daerah Kabupaten Wajo, menurut pengamatan penulis selama penelitian dapat
dikategorikan dua yaitu aktif dan pasif.
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Metode aktif yang penulis maksud ialah pihak pengelola zakat sendiri yang
terjun langsung dalam pendistribusian zakat, mulai dari penentuan kriteria para
mustahik yang memenuhi syarat yang dibantu oleh masing-masing Imam kelurahan/
desa setempat sampai kepada menyerahkan dana zakat tersebut sampai kepada para
mustahiq.
Metode pasif yang penulis maksud ialah pihak pengelola zakat menunggu
para mustahiq sendiri yang mengambil dana zakat tersebut dalam bentuk proposal.
Artinya, zakat baru disalurkan ketika mustahiq mengajukan semacam proposal
bantuan mengenai permasalahan yang dihadapi, baru kemudian pihak pengelola zakat
menyalurkannya kepada mustahiq.
Kedua metode pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ)
Daerah Kabupaten Wajo tersebut belum dapat mengatasi permasalahan sosial yang
dirasakan oleh para mustahiq. Meskipun hal tersebut karena lebih banyak diakibatkan
keterbatasan dana zakat yang disalurkan sehingga belum dapat diberdayakan dalam
perekonomian umat di Kabupaten Wajo.
Untuk mengatasi persoalan ini, menurut penulis agar supaya Badan Amil
Zakat (BAZ) Kabupaten Wajo lebih selektif dan terbuka dalam perekrutan pegawai
sehingga dapat menunjang program-program yang telah dibuat terutama program
untuk pemberdayaan ekonomi umat yang membutuhkan orang-orang yang
profesional dan capabel (mampu) dalam menemukan inovasi yang lebih berdayaguna
dalam penggunaan dana zakat yang tentunya masih sesuai dengan ajaran Islam. Dan
memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para mustahiq sehingga zakat yang
diberikan dapat lebih diberdayagunakan kearah yang produktif.
107
D. Upaya Meningkatkan Manajemen Distribusi Zakat Pada BAZDA Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Wajo
Dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak Badan Amil Zakat (BAZ)
Daerah Kabupaten Wajo dalam pendistribusian zakat yang sampai saat ini belum
dapat dioptimalkan secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi umat di
Kabupaten Wajo. Maka penulis akan mengutarakan beberapa hal yang dapat
dilakukan secara umum oleh pihak pengelola zakat dan tak terkecuali oleh pihak
Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo.
Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dana zakat yang
belum didayagunakan secara optimal, penulis bagi dua: yaitu pemberdayaan sumber
daya manusia secara internal dan pemberdayaan sumber daya manusia secara
eksternal.
Pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen
yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan di mana setiap individu dapat
menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi.56
1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia secara Internal
Pemberdayaan sumber daya manusia secara internal ialah Badan Amil Zakat
(BAZ) Daerah Kabupaten Wajo memberdayakan segala potensi yang ada dilingkup
organisasi itu sendiri dalam hal ini yaitu orang-orang yang telah diangkat menjadi
pengurus organisasi pengelola zakat untuk mengurusi segala permasalahan yang
menyangkut mengenai zakat itu sendiri.
Tindakan yang dapat diambil untuk pemberdayaan para pengurus pengelola
zakat ialah:
56Wibowo, Manajemen Kinerja, Ed. I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 112.
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a. Pengadaan pegawai
Pengadaan pegawai (procurement) adalah serangkaian proses kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendapatkan tenaga kerja (SDM) yang memadai berdasarkan
kebutuhan organisasi.57 Aktivitas dalam pengadaan pegawai ini meliputi: penarikan
(recruitment), pemilihan (selection), penempatan (placement) dan orientasi pegawai.
Sistem pengadaan pegawai untuk pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo harus dilakukan secara terbuka, jangan hanya karena termasuk
tokoh masyarakat ataupun seorang ulama yang berada diwilayah tersebut secara
langsung diangkat sebagai pengurus pengelola zakat tanpa mempertimbangkan segala
potensi dan kemauan yang dimiliki oleh yang bersangkutan.
Hal ini perlu dilakukan agar supaya lebih kompetitif dan menghasilkan tenaga
yang profesional sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan dalam memajukan
kelembagaan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo sehingga dana zakat
tersalurkan secara maksimal dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi para
mustahiq.
b. Program pembinaan58
Peran pemerintah dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,
pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat.
57Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, op. cit., h. 102.
58M. Djamal Doa, Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara (Cet. III; Jakarta: Nuansa
Madani, 2005), h. 27.
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Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat Pengembangan
Zakat dan Wakaf berfungsi sebagai motivator, regulator, fasilitator dan koordinator.
Dalam rangka melakukan pembinaan kepada Badan Amil Zakat, pemerintah
melaksanakan berbagai bentuk kegiatan, antara lain:
1) Rapat koordinasi dan evaluasi59
Dalam rangka melaksanakan koordinasi dan evaluasi kinerja Badan Amil
Zakat, maka pemerintah melaksanakan rapat koordinasi Badan Amil Zakat tingkat
nasional, propinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rapat koordinasi tingkat nasional Badan
Amil Zakat seluruh Indonesia meliputi pengarahan Presiden dan para menteri terkait
dilanjutkan dengan seminar, laporan dari BAZDA propinsi dan sebagainya.
Rangkaian kegiatan Rakornas ini menghasilkan/mengumpulkan bahan dan pemikiran
serta rekomendasi hasil-hasil rakornas Badan Amil Zakat tingkat nasional dan pihak-
pihak terkait. Sedangkat tingkat daerah, berupa pengarahan dari Gubernur, menteri
Agama, dilanjutkan dengan seminar, laporan dari BAZDA kabupaten/kota dan
sebagainya. Rangkaian kegiatan Rakorda ini menghasilkan/mengumpulkan bahan dan
pemikiran serta rekomendasi hasil-hasil Rakorda Badan Amil Zakat tingkat daerah.
Panitia penyelenggara pada rapat koordinasi Badan Amil Zakat tingkat
nasional dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bekerja
sama dengan BAZ Nasional dan pihak-pihak terkait. Sedangkan pada tingkat daerah,
penyelenggara rapat koordinasinya adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi dan pihak-pihak terkait.
59Lihat Departemen Agama RI. Risalah Silaturrahmi Rakornas ke 2 Badan Amil Zakat se-
Indonesia (Cet. I; Jakarta t.p., 2003), h. 10.
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Peserta rapat koordinasi Badan Amil Zakat tingkat nasional adalah pengurus
Badan Amil Zakat nasional, Badan Amil Zakat daerah propinsi seluruh Indonesia,
Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi. Sedangkan pada tingkat daerah adalah
pengurus Badan Amil Zakat  daerah seluruh kabupaten/kota dan kecamatan.
2) Pelatihan60
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan pengelolaan zakat bagi Badan Amil
Zakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan pelatihan
pengelola/amil zakat atau pelatihan pengurus Badan Amil Zakat. Kegiatan pelatihan
dapat dilaksanakan di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta
dapat pula dilaksanakan di instansi pemerintah, BUMN, ormas Islam dan perusahaan
swasta di semua tingkat (nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan) selaku
Unit Pengumpul Zakat yang ada di instansi tersebut.
Materi pelatihan terdiri atas fikih zakat, perundang-perundangan tentang
zakat, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan zakat, manajemen zakat, pengelolaan
keuangan zakat dan pemberdayaan masyarakat.
3) Orientasi61
Dalam rangka melaksanakan pembinaan pengelolaan zakat bagi Badan Amil
Zakat, pemerintah melaksanakan orientasi bagi Badan Amil Zakat. Orientasi ini
dilaksanakan bagi pengelola zakat pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, ormas
Islam dan perusahaan swasta di semua tingkat (pusat, propinsi, kabupaten/kota dan
kecamatan) yang telah mengelola ZIS atau telah menjadi UPZ.
4) Sosialisasi/Penyuluhan62
60Departemen Agama, Pembinaan, Pola Pembinaan Badan Amil Zakat (Cet. I; Jakarta: t.p.,
2005), h. 34-35.
61Departemen Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat (Cet. I; Jakarta: t.p., 2005), h. 31.
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Dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengalaman tentang fikih zakat,
mendorong untuk sadar zakat bagi muzakki dan meningkatkan kemampuan,
pengetahuan tentang pengelolaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat bagi
pengelola/pengurus Badan Amil Zakat perlu adanya sosialisasi/penyuluhan
pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo
yang disampaikan kepada masyarakat Wajo untuk kesadaran berzakat sehingga dapat
memecahkan masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan.
Dalam rangka mencapai tujuan tentang zakat yang efektif,
sosialisasi/penyuluhan zakat perlu kiranya diarahkan kepada masyarakat Islam
maupun para amil zakat, baik pengurus di pusat maupun di daerah. Sedangkan bagi
muzakki perlu didorong dan dirangsang untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban
zakatnya dan bagi mustahiq atau penerima zakat agar dapat diberdayakan dan
didayagunakan agar meningkat kehidupannya, sehingga yang pada awalnya penerima
zakat (mustahiq) berubah statusnya menjadi pemberi zakat (muzakki).
Penyuluh mempunyai arti pemberi penerangan atau petunjuk jalan. Untuk itu
penyuluh di sini adalah seseorang yang mempunyai tugas untuk memberi penerangan
atau penjelasan mengenai seluk beluk zakat dalam rangka meningkatkan
pemberdayaan, pendayagunaan dan pengembangan zakat.
Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan zakat seorang
penyuluh zakat yang diangkat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten
Wajo hendaknya memiliki pengetahuan yang luas yaitu menguasai ilmu tentang zakat
62Sosialisasi dapat melalui media massa berupa surat kabar, majalah tabloid, radio dan
televisi, film dan video, leaflet, brosur, buklet, website, baliho atau spanduk dan juga bisa dilakukan
melalui khutbah jumat, gerakan sadar zakat dan desa binaan zakat. Departemen Agama RI, Pedoman
Pengelolaan Zakat (Jakarta: t.p.,  2002), h. 75.
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baik dari segi syariat Islam, fikih zakat dan aturan pemerintah antara lain, undang-
undang zakat, kebijakan tentang zakat, manajemen zakat serta strategi pemberdayaan
zakat yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi masyarakat sehingga dalam
menyampaikan materi penyuluhan tentang zakat dapat menumbuhkan dan
membangkitkan kesadaran serta kepercayaan umat Islam dalam memenuhi kewajiban
zakat dan menyalurkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo.
2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia secara eksternal
Pemberdayaan sumber daya manusia secara eksternal ialah mengembangkan
segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Wajo yang termasuk
mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat yang diterimanya agar lebih optimal
sehingga tidak selalu bergantung pada pemberian dana zakat.
Dilihat dari potensi, kelompok mustahiq yang tergolong fakir miskin terbagi
menjadi dua kategori:63 pertama, fakir miskin yang sanggup bekerja yaitu orang yang
berada pada usia produktif dan memiliki kemampuan untuk berusaha. Kedua, fakir
miskin yang tidak sanggup bekerja yaitu orang yang tidak berada pada usia produktif
dan atau tidak memiliki kemampuan berusaha, seperti anak-anak, orang jompo,
lumpuh, orang yang sakit-sakitan, orang yang tidak sehat akalnya dan lain-lain.
Apabila mustahiq itu diukur dari kebutuhan, baik kebutuhan pribadi atau
kebutuhan keluarga, maka apakah orang yang hidup menganggur diberi bagian zakat,
padahal dengan begitu hanya akan menjadi beban masyarakat, dimana dia hanya akan
mengandalkan sedekah dan pertolongan, sedang dia berbadan kuat, sanggup berusaha
untuk menghidupi dirinya. Menurut pendapat yang tegas dari golongan Syafi’i dan
63Yusuf Qarda>wi, op. cit., h. 515.
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Hambali, zakat bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan juga
orang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi dirinya dan keluarganya.64
Makanya sasaran dari pemberdayaan sumber daya manusia secara eksternal
ini ialah para fakir miskin yang tergolong mampu secara fisik untuk bekerja dan
adapun yang dapat dilakukan ialah:
a. Pelatihan kerja
Pelatihan kerja ini semacam memberikan bimbingan, arahan serta praktek
secara langsung yang menyangkut suatu pekerjaan tertentu. Namun pelatihan kerja
ini tidak secara merata dalam satu bidang diberikan kepada seluruh kelompok
mustahiq, tetapi sesuai dengan potensi tersendiri yang dimiliki masing-masing
kelompok mustahiq seperti pelatihan menjahit bagi yang punya potensi dan suka
menjahit, pelatihan montir mobil maupun motor yang punya potensi dan suka
dibidang montir dan sebagainya. Intinya, pelatihan diberikan sesuai dengan
kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat Kabupaten
Wajo yang tergolong mustahiq.
b. Pembukaan lapangan kerja
Dalam pembukaan lapangan kerja ini, penulis bagi dua yaitu pembukaan
lapangan kerja atas nama milik pengelola zakat (Badan Amil Zakat) dan pembukaan
lapangan kerja atas kerjasama dengan pengusaha.
Pembukaan lapangan kerja atas nama milik Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo ialah pengurus/pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo membuat kebijakan untuk menyisihkan pos dana zakat untuk
membuka usaha kecil yang dapat dijangkau dana zakat itu sendiri, kemudian usaha
64Iman Nawa>wi, al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab, Jilid 6 (Beirut: Da>r al-Fiqr, t.th.), h. 228.
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kecil ini dijalankan oleh beberapa masyarakat Kabupaten Wajo yang tergolong
mustahiq dan hasil keuntungan dari usaha tersebut diberikan kepada mustahiq yang
menjalankan usaha tersebut. Artinya, modal dari pembukaan lapangan kerja ini
sebenarnya dana zakat untuk diberikan kepada mustahiq itu sendiri tetapi dialihkan
sementara dalam bentuk yang dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi
mustahiq tersebut.
Pembukaan lapangan kerja atas kerjasama dengan pengusaha ialah Badan
Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo melakukan kerjasama dengan para
pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Wajo tersebut untuk mempekerjakan
beberapa kelompok mustahiq yang sesuai dengan kebutuhan dari para pengusaha-
pengusaha tersebut. Artinya, Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo
mencarikan pekerjaan bagi mustahiq yang memiliki potensi untuk bekerja atau
merupakan hasil tindaklanjut dari program pelatihan kerja.
Hal ini dilakukan atas dasar bahwa para mustahiq tidak memiliki informasi
maupun akses jaringan terhadap para pengusaha-pengusaha sehingga mengakibatkan
mereka tidak dapat menyalurkan potensi yang dimiliki agar lepas dari jeratan
kemiskinan dan ketergantungan terhadap bantuan-bantuan sosial lainnya.
c. Pemberian modal usaha
Dalam pemberian modal usaha ini, penulis bagi dua yaitu pemberian modal
usaha atas nama Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo dan pemberian
modal usaha atas kerjasama dengan lembaga keuangan Syariah.
Pemberian modal usaha atas nama Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah
Kabupaten Wajo ialah Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo
memberikan dana zakat dalam bentuk uang secara langsung kepada masyarakat
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Kabupaten Wajo yang tergolong mustahiq untuk membuka suatu usaha yang sesuai
dengan kemauan dan kemampuan dari mustahiq itu sendiri. Namun, pengelola Badan
Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo tetap harus memberikan pendampingan
maupun pengawasan secara langsung kepada mustahiq yang telah diberikan dana
zakat tersebut.
Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan yang dilakukan
para mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat yang diberikan untuk membuka
usaha. Tindakan tersebut dilakukan bukan berarti tidak mempercayai para mustahiq
yang mungkin akan menurunkan semangat mereka dalam berusaha, namun
mengingat mentalitas manusia pada umumnya yaitu kebiasaan yang suka menerima
dan menerima sehingga lupa untuk memberi.
Pemberian modal usaha atas kerjasama dengan lembaga keuangan Syariah
ialah Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo menitipkan dana zakat
kepada lembaga keuangan Syariah dan lembaga keuangan Syariahlah yang
menyalurkan dana zakat tersebut kepada mustahiq dalam bentuk pemberian modal
usaha.
Hal tersebut dilakukan atas dasar bahwa lembaga keuangan Syariah sudah
profesional dalam membantu mengatasi persoalan-persoalan sosial seperti
pengentasana kemiskinan. Artinya, kerjasama penitipan dana zakat ini hanya
dilakukan dengan lembaga keuangan Syariah yang dianggap sehat, tidak bermasalah
dan lain-lainnya.
Namun dalam pemberian modal usaha ini baik pemberian modal usaha atas
nama Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Wajo maupun pemberian modal
usaha atas kerjasama dengan lembaga keuangan Syariah tidak mensyaratkan jaminan
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bagi para mustahiq yang ingin diberikan modal usaha, mengingat bahwa modal yang
diberikan merupakan hak mereka sendiri yang tidak diberi kewajiban untuk
mengembalikan kembali dana zakat tersebut. Oleh karena itu, bentuk pendampingan
dan pengawasan yang harus dilakukan secara profesional oleh orang-orang yang ahli
dalam bidang tersebut.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis ungkapkan, maka
gambaran tentang Manajemen Distribusi Zakat pada BAZDA dalam Menunjang
Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Wajo, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Manajemen distribusi zakat pada BAZDA Kabupaten Wajo adalah sudah
sesuai dengan ketentuan agama dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Namun untuk menunjang
pemberdayaan ekonomi umat belum berjalan secara maksimal karena sampai
saat ini hanya didayagunakan untuk kelompok-kelompok tani tetapi itupun
sebagian besar dananya diambil dari pos infak.
2. Faktor yang mendukung penerapan distribusi zakat dalam menunjang
pemberdayaan ekonomi umat ialah dalil Alquran, pendapat cendekiawan,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat, pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Adapun
faktor yang menghambat ialah sumber daya manusia (SDM) yang belum
profesional, keterbatasan dana serta problema pendistribusian zakat.
3. Upaya untuk meningkatkan manajemen distribusi zakat pada BAZDA dalam
menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo adalah
pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) secara internal meliputi
pengadaan pegawai yang baik serta program pembinaan dan pemberdayaan
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sumber daya manusia (SDM) secara ekternal meliputi pelatihan kerja,
pembukaan lapangan kerja serta pemberian modal bagi para mustahiq yang
memiliki kemauan dan kemampuan untuk berusaha/bekerja.
B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau
rekomendasi kepada pihak yang berkompeten demi mewujudkan pemberdayaan
ekonomi umat terhadap penggunaan dana zakat:
1. Melalui pengelolaan dana zakat yang produktif diharapkan mampu menjadi
salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi, terutama yang
berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat.
2. Bagi Kementrian Agama Kabupaten Wajo, agar hasil penelitian ini dapat
dijadikan masukan atau acuan pengambilan kebijakan dalam menunjang
pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo.
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